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PRAKATA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi

Allah, Tuhan seluruh alam. Atas berkat rahmat dan rida-Nya, saya dapat
menyelesaikan naskah orasi ilmiah ini. Saya juga menyampaikan
penghargaan, rasa hormat, dan terima kasih pada segenap pimpinan dan
anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (FGB - ITB) atas
dukungan dan perkenannya.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Guru-Guru Besar yang ada
di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan/SAPPK-
ITB beserta jajaran Dekanat SAPPK-ITB yang telah mendorong dan
mengizinkan saya untuk meraih gelar Guru Besar dalam karier akademik. Tak
lupa juga dukungan kolega yang berada di lingkungan Perencanaan Wilayah
dan Kota dan juga di Kelompok Keilmuan Sistem Infrastruktur Wilayah dan
Kota SAPPK.

Saya sangat berterima kasih kepada istri saya, Nurul Hazanah, dan kedua
anak saya, Dyah Nurasri Darmastuti Purboyo dan Sidqy Yusuf Suyuti Purboyo.

Naskah orasi ini secara pokok terdiri atas tiga bab. Judul-judulnya adalah
Latar: Warisan dan Keadaan Wilayah, Kota, dan Transportasi; Turistifikasi,
Telework-Digital Nomadism, dan Transformasi Ruang Wilayah dan Kota; dan
Sektor Ekonomi: Dualisme, Urbanisasi, dan Pengendalian. Diberikan
pengantar untuk pembahasan ketiga bab tersebut dalam bab Pendahuluan.
Kemudian disampaikan kesimpulan dalam bab Penutup.

Semoga naskah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para
pembaca.

Bandung, 27 Desember 2023

Prof. Heru Purboyo Hidayat Putro
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Naskah ini mengaitkan pariwisata dengan transportasi. Pembahasannya
dilakukan secara berjenjang. Pertama meninjau warisan sistem transportasi,
terutama jaringan jalan, yang tersedia sebagai hasil dari proses sejarah dari
masa lalu hingga kini. Warisan yang kentara adalah kesenjangan. Kedua
meninjau perkembangan turistifikasi dan atau pariwisata, serta pengaruhnya
terhadap perubahan lanskap/ruang wilayah. Di dalam tinjauan ini juga diulas
fenomena telework dan atau digital nomadism yang merupakan salah satu
bentuk dari pariwisata. Catatan penting dari tinjauan ini adalah adanya
kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan dan pergerakannya. Ketiga
meninjau perubahan-perubahan yang terjadi dalam kerangka pendekatan 4
sektor ekonomi, di mana sektor urbanisasi dan sektor pengendalian
merupakan penjabaran dan sekaligus perincian dari sektor tersier atau sektor
jasa yang dikenal selama ini. Pendekatan 4 sektor melibatkan teori
“Revolution Urbaine” atau revolusi perkotaan. Bagian akhir dari naskah ini
menyampaikan rekomendasi guna mengurangi kesenjangan dan sekaligus
tanggap terhadap kebutuhan mobilitas warga. Diharapkan pemerintah
berperan untuk penyediaan dan pengembangan terkait dengan faktor
aksesibilitas, terutama untuk pembangunan infrastruktur transportasi.
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1 PENDAHULUAN

Naskah ini berjudul “Mobilitas di Ruang Wilayah dan Kota serta
Transformasinya: Perspektif Transportasi”. Mobilitas di sini mencakup
pergerakan secara fisik masyarakat atau warga. Ujud di lapangan berupa
transportasi. Bentuk lain dari mobilitas adalah kegiatan pariwisata atau di
mana warga melakukan perjalanan dalam rangka berwisata atau
mengunjungan suatu tempat untuk rekreasi. Transformasi ruang wilayah dan
kota mencakup perubahan ruang secara ringkas sebagai akibat dari mobilitas
yang dijelaskan di atas. Perspektif atau sudut pandang transportasi dipilih
untuk memperoleh fokus supaya bahasan tidak terlalu melebar di samping
sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh penulis.

Naskah ini terdiri atas 5 bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Latar:
Warisan dan Keadaan Wilayah, Kota, dan Transportasi, Bab 3 Turistifikasi,
Telework-Digital Nomadism, dan Transformasi Ruang Wilayah dan Kota, Bab 4
Sektor Ekonomi: Dualisme, Urbanisasi, dan Pengendalian, dan Bab 5 Penutup.
Bab 2 menjelaskan keadaan transportasi pada masa kolonial/penjajahan yang
dinilai sebagai warisan dan pembentuk atas jaringan dan sebaran jalan yang
tersediaa saat ini. Bahasan di Bab 2 ini sebagian bercermin atau memanfaat-
kan apa yang terjadi di benua lain, dalam hal ini Afrika. Bab 3 menjelaskan
perkembangan turistifikasi. Studi di Asia Tenggara dan tempat-tempat lain
dipakai sebagai kerangka. Juga data-data yang disediakan oleh Biro Pusat
Statistik/BPS (2023-1 dan 2023-2) dimanfaatkan untuk dapat lebih memperjelas
tentang perkembangan pariwisata belakangan ini. Di Bab 3 ini juga dibahas
digital nomadism yang merupakan gejala baru bagi pariwisata nasional.
Kehadiran pengembara digital diundang oleh Pemerintah melalui kebijakan
Work from Bali dan juga kemudahan visa bagi warga sejumlah negara mitra
Indonesia. Pada lingkup global, digital nomadism yang digabungkan dengan
pola telework/bekerja jarak jauh (tidak di kantor) dinilai akan lebih mewarnai
dunia kepariwisataan global dan juga nasional. Bab 4 memilih dan mencoba
mengemukakan terjadinya perubahan kegiatan ekonomi yang memerlukan
pengelompokan yang berbeda dari sebelumnya. Dipilih kajian 4 sektor
(ekstraktif, manufaktur, urbanisasi, dan pengendalian) sebagai ganti dari 3
sektor (primer, sekunder, dan tersier). Diulas lebih lanjut dengan teori
Lefebvre (1970) tentang “Revolution Urbaine” atau revolusi perkotaan di mana
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urbanisasi merupakan puncak dari kehidupan masyarakat. Sedangkan
pelaku-pelaku utamanya atau pun yang menjadi penggerak dari urbanisasi
tersebut adalah motif ekonomi atau pemanfaatan modal/kapital. Bab 5
merupakan kesimpulan atas pembahasan tiga bab utama sebelumnya. Di
dalamnya disampaikan rekomendasi ringkas guna menanggapi
kecenderungan-kecenderungan yang terjadi, seperti kesenjangan sediaan
jaringa transportasi, peningkatan jumlah wisatawan, dan perlunya
Negara/Pemerintah lebih hadir dalam pembangunan jaringan jalan di daerah.
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2 LATAR: WARISAN DAN KEADAAN WILAYAH, KOTA,
SERTA TRANSPORTASI

2.1 Pengembangan transportasi

Pada awalnya, sebelum negara-negara di bagian Selatan atau pun yang pernah
mengalami kolonisasi, sistem transportasi kolonial pada masanya
dimaksudkan untuk memfasilitasi pergerakan bahan mentah penting dari
daerah pedalaman ke negara-negara metropolitan melalui laut (Njoh, 1997).
Transportasi kolonial dan Pembangunan perkotaan/wilayah: Fondasi sistem
transportasi negeri ex-koloni: Transportasi mendapatkan prioritas tinggi bagi
para penjajah karena kemampuannya memfasilitasi evakuasi sumber daya
alam, serta memasukkan perekonomian periferal ke dalam sistem kapitalis
internasional. Inisiatif pengembangan transportasi kolonial cenderung
berpihak pada kereta api. Hal ini sama dengan yang dinyatakan oleh Dick
(2020), di Hindia Belanda atau lebih tepatnya Jawa, intrusi Jalur Kereta Api
Jawa adalah satu-satunya wilayah di Asia Tenggara yang mengalami kekuatan
penuh revolusi industri global pada abad ke-19. Sekitar tahun 1800, negara ini
merupakan kumpulan perekonomian dan masyarakat yang terhubung secara
longgar dan disatukan oleh negara kolonial yang bobrok. Pada tahun 1900,
negara ini merupakan perekonomian agroindustri canggih yang terintegrasi
dengan jaringan telegraf, telepon, kereta api, jalur trem sempit, dan jalan raya
yang tumpang tindih. Tidak ada tempat lain di Asia Tenggara yang memiliki
infrastruktur yang lebih baik (Dick). Negara lain di Asia Timur, hanya Jepang
yang bisa membandingkannya. Kereta api secara signifikan mengalihkan
pergerakan barang dari sungai-sungai utama. Berjalan kurang lebih sejajar
dengan jalur perdagangan sebelumnya, jalur kereta api menjadi lebih cepat
dan lebih dapat diandalkan. Pengiriman barang melalui sungai perahu yang
jauh lebih murah diimbangi dengan risiko pencurian dan kerusakan akibat
air. Oleh karena itu, komoditas ekspor yang mengutamakan kualitas beralih
ke kereta api.

Terlepas dari bias yang mendukung kereta api (Njoh), para pengembang
kolonial lebih tertarik pada hubungan antarwilayah dibandingkan hubungan
intraregional. Keterkaitan antarwilayah memiliki fungsi penting seperti
memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dari daerah
pedalaman ke perkebunan colonial dan pertahanan wilayah. Yang terpenting,
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seperti yang ditemukan di Jawa, jaringan rel kereta api tersebut
menghubungkan sentra-sentra produksi perkebunan kolonial, melalui
pelabuhan-pelabuhan, ke kota metropolitan kolonialnya, yaitu Eropa. Dalam
beberapa gambar atau foto lama, pelabuhan2 Tanjung Priok di Jakarta,
Tanjung Mas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya, memiliki jaringan
rel hingga tepi dermaganya (Sindonews, 2021; KAI;2022; Kemenhub, 2022)

Warisan penting kolonialisme (Njoh, Adeyemo 2019) adalah infrastruktur
transportasi kolonial, yang merupakan inti dari sistem transportasi
kontemporer bagi negara-negara bekas jajahan. Sistem tersebut dirancang
untuk melayani tujuan ekonomi kolonial, khususnya transportasi barang
antar daerah. Oleh karena itu, hampir tidak ada perhatian yang diberikan
pada keterkaitan titik-titik di dalam kawasan perkotaan kecuali kawasan
tersebut dihuni oleh orang Eropa. Di Indonesia, pola yang sama ditemukan di
mana hanya di kota-kota tertentu saja di masa lalu terdapat layanan trem
listrik, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kebetulan juga bahwa kota-
kota tersebut sekaligus merupakan kota-kota pelabuhan untuk ekspor
komoditi perkebunan ke Eropa.

Telah diketahui bahwa motif utama kolonialisme baik di Afrika (Adeyemo)
maupun benua lain adalah demi keuntungan ekonomi. Untuk mencapai
keuntungan ekonomi ini, infrastruktur dasar perlu dibangun. Pemerintah
kolonial sadar akan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mencapai
kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Institusi dasar yang dibutuhkan antara
lain adalah struktur administrasi yang efektif dan sistem transportasi modern
pada masa itu. Di seluruh wilayah kolonial, investasi infrastruktur
transportasi dasar berfokus pada pembukaan berbagai wilayah untuk tujuan
politik dan ekonomi, khususnya eksploitasi pertanian/perkebunan dan
mineral. Transportasi terbukti menjadi instrumen utama di tangan
pemerintah kolonial yang memungkinkan mereka mencapai tujuan
menjadikan negara jajahan tersebut sebagai perekonomian berbasis ekspor.
Berton-ton barang meninggalkan koloni melalui jaringan transportasi yang
menghubungkan pusat produksi dengan pantai. Lawal (1997) menyimpulkan
bahwa kebijakan ekonomi kolonial berupaya memodernisasi sistem
transportasi lokal, sistem distributif, uang dan perbankan, distribusi dan
penggunaan tanah dan tenaga kerja dengan tujuan memperluas produksi
ekspor dan distribusi barang-barang manufaktur Eropa.
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Dalam kasus Afrika, Lugard (1922) menegaskan bahwa perkembangan
material di Afrika dapat diringkas dalam satu kata - Transportasi. Implikasi
dari pernyataan ini adalah bahwa pengembangan sistem transportasi modern
adalah hal yang bijaksana dan penting demi keberhasilan motif eksploitasi
ekonomi. Sederhananya, transportasi mekanis diperlukan untuk
mempercepat eksploitasi dan pembangunan di wilayah kolonial.

Lugard membayangkan sistem transportasi yang akan memfasilitasi
pengembangan dan mengalihkan rute perdagangan tradisional dan
mengalihkan rute perdagangan tersebut ke pusat-pusat administrasi baru,
sekaligus mencegah Perancis dan Jerman yang merupakan sesama imperialis
untuk memiliki akses. Pada awal pemerintahan kolonial di berbagai wilayah
kolonial, negara-negara Eropa membayangkan koloni mereka memainkan
peran ganda: sumber bahan mentah pertanian dan sumber daya mineral
untuk industri mereka di Eropa serta pasar yang terjamin bagi manufaktur
dari industri metropolitan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur
transportasi modern sangat penting untuk mencapai motif ekonomi ini.

Mengacu kepada fenomena colonial di Afrika (Adeyemo), setelah
berdirinya pemerintahan kolonial di awal abad 20, ada dua tugas besar yang
dihadapi pemerintah kolonial. Yang pertama adalah membangun
administrasi yang baik atas wilayah-wilayah yang baru diakuisisi dan yang
kedua adalah tantangan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai
untuk eksploitasi sumber daya material di wilayah-wilayah tersebut. Untuk
mencapai tujuan-tujuan inilah pemerintah kolonial mengambil langkah-
langkah untuk mengembangkan sistem transportasi. Dengan demikian,
perkembangan sistem transportasi kolonial terjadi dalam konteks kebijakan
ekonomi Eropa untuk negeri jajahan. Kebijakan ekonomi kolonial tumbuh
dari keyakinan bahwa wilayah kolonial ada untuk kepentingan negara-negara
metropolitan. Dalam pandangan resmi Eropa, hubungan ekonomi antara
negara-negara Eropa dan koloninya harus diatur berdasarkan prinsip
'keunggulan komparatif' yang berarti bahwa suatu negeri jajahan, dalam
konteks Afrika, harus berspesialisasi dalam produksi apa yang paling sesuai
untuk diproduksi. Sejalan dengan itu, koloni seharusnya menyediakan bahan
mentah bagi industri Eropa, dan juga menyediakan pasar bagi barang-barang
manufaktur Eropa.
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Selanjutnya kebijakan ekonomi Eropa di Afrika pada masa kolonial diatur
oleh kebijakan swasembada. Dick (2000) menyiratkan hal yang sama untuk
pembangunan jaringan kereta api di pulau Jawa. Artinya, pemerintahan
kolonial diharapkan dapat menghasilkan dana secara internal untuk
memenuhi biaya pokok administrasi. Setiap koloni diharapkan menanggung
beban penuh perkembangannya. Untuk mencapai hal tersebut, sistem
komunikasi dan transportasi di wilayah jajahan harus ditingkatkan. Untuk
secara efektif menyubordinasikan wilayah jajahan kepada produsen utama
(dan sebagai negeri satelit), pemerintah kekaisaran Eropa (metropole)
menerapkan langkah-langkah yang akan meningkatkan kerja sama di pihak
masyarakat pribumi dan menghasilkan sistem administrasi yang kompeten.
Dalam konteks Indonesia/Hindia Belanda atau Jawa pada waktu itu ada
“Politik Etis” yang mencakup pembangunan-pembangunan di bidang edukasi,
irigasi, dan transmigrasi (Kompas.com, 2022). Langkah-langkah tersebut
digambarkan dalam jenis fasilitas dan institusi infrastruktur yang disediakan,
serta penempatannya yang strategis.

Keputusan berinvestasi walau mahal pada transportasi dipengaruhi oleh
sejumlah alasan atau motif, salah satunya adalah ekonomi. Di mana
pengembangan sistem transportasi kolonial diperlukan untuk membantu
para pedagang kolonial dalam memindahkan hasil panen dan mengekstraksi
mineral dari tempat produksinya di daratan ke pelabuhan untuk diekspor.
Selain itu, keinginan untuk memperluas perdagangan membuat produsen
Eropa menginginkan terbukanya wilayah pedalaman sebagai pasar baru bagi
barang-barang mereka. Pemerintah kolonial menyadari bahwa tanpa
pembangunan infrastruktur transportasi akan sulit bagi mereka untuk
mengevakuasi bahan mentah dari daerah jajahan serta sulitnya mencari pasar
di pedalaman untuk barang-barang manufaktur mereka.

Motif lain adalah untuk mendukung administrasi kepemerintahan.
Pemerintahan kolonial membangun sistem transportasi karena mereka
menyadari bahwa transportasi yang efisien diperlukan bagi para pejabat
politik untuk berkeliling di wilayah jajahan. Transportasi diperlukan untuk
koordinasi staf yang bekerja, pengumpulan tol dan pajak. Oleh karena itu,
sistem transportasi dibangun untuk kemungkinkan pemerintah kolonial
mempertahankan kendali yang kuat atas politik dan ekonomi di wilayah yang
baru diakuisisi. Motif lainnya terkait dengan militer. Untuk administrasi
ekonomi yang efektif dan kegiatan perdagangan bebas hambatan, pemerintah
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kolonial membentuk pasukan resimen untuk meredam kemungkinan
terjadinya kerusuhan dan untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat
sehingga mengurangi perlawanan terhadap pemerintahan mereka. Sejalan
dengan hal itu, para penguasa kolonial harus mengembangkan sistem
transportasi yang efektif untuk memudahkan pergerakan pasukan. Dalam
konteks di Jawa (katadata, 2022), pembangunan jalan raya oleh Daendels di
awal abad ke-19 jalan tersebut dibangun sebagai langkah Hindia Belanda
untuk menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kemudian, jalan ini juga
sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas
sebagai Jalan Raya Pos. Sementara, masih dalam buku Napak Tilas Jalan
Daendels, menurut Indrawan (2017) pembangunan jalan Anyer-Panarukan
lebih termotivasi oleh kepentingan ekonomi, selanjutnya militer.

Motif lainnya dari pembangunan jaringan transportasi di era kolonial
adalah untuk melayani warga Eropa atau kulit putih yang tinggal di luar kota-
kota utama/besar yang biasanya terletak di Kawasan pesisir dan sekaligus
berupa kota pelabuhan, yaitu di kota-kota ukuran kecil. Di pulau Jawa, kota-
kota seperti Sukabumi di Jawa Barat, Salatiga di Jawa Tengah, dan Batu serta
Malang di Jawa Timur dikenal sebagai kota peristirahatan di masa kolonial.
Akses ke kota-kota tersebut relatif sangat baik, pada masa itu, yaitu dengan
dukungan jaringan jalan raya dan beberapa jaringan kereta api.

Para sarjana mempunyai kesepakatan (Ayedamo) mengenai fakta bahwa
transportasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan sosial-politik dan
ekonomi. Pembangunan transportasi di masa lalu tentunya berdampak luas
dan mencakup banyak sektor atau aspek. Dampaknya berlangsung hingga
sekarang. Beberapa dampak di antaranya membantu membantu
mengembangkan struktur dan infrastrukturnya. Kontak kolonial dengan
wilayah jajahan ditandai dengan terjadinya pembangunan struktural berikut
infrastrukturnya. Proses tersebut memungkinkan negeri tersebut untuk
melakukan pengembangan langsung dari alat/moda/media transportasi
tradisional yang bertransformasi, seperti jalur pejalan kaki yang
bermetamorfosis menjadi jalan raya dan kereta api, jalur sepanjang sungai
dan rakit primitif yang ditingkatkan menjadi perahu bermotor dan tongkang.
Inovasi-inovasi ini juga memunculkan munculnya kota-kota baru dan pasar-
pasar baru di sekitar stasiun kereta api dan pelabuhan.
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Dampak lain dari pembangunan transportasi di era kolonial adalah
memfasilitasi portabilitas yang mudah di mana moda transportasi yang
diperkenalkan pada saat itu sangat membantu dalam memberikan
kemudahan dan sarana kontak dan interaksi di antara komunitas tradisional.
Kemungkinan perpindahan produk juga ditingkatkan karena lebih mudah
dan cepat untuk memindahkan produk pertanian dari daerah pedalaman ke
stasiun kereta api dan ke pelabuhan dalam waktu yang wajar dengan
menggunakan kereta api, jalan raya, dan perahu motor.

2.2 Kesenjangan

Dampak lain lagi dari pembangunan transportasi yang sifatnya bisa lebih
berkepanjangan adalah pembangunan yang tidak merata. Seperti dilaporkan
oleh Putro dan Ibad (2017), Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan
PDRB yang besar, tetapi dengan faktor pendukung pelabuhan yang minim.
Setelah Provinsi Banten memisahkan diri maka otomatis Provinsi Jawa Barat
tidak memiliki pelabuhan utama sama sekali. Pemekaran Provinsi Banten
pada waktu itu semakin menurunkan dukungan pelabuhan pada
pengembangan wilayah Jawa Barat. Pembangunan Pelabuhan Patimban dan
yang telah beroperasi belakangan ini dengan demikian mudah dimengerti
sebagai upaya peningkatan aksesibilitas maritim bagi Provinsi Jawa Barat. Di
sisi lain, provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki lebih dari
satu pelabuhan utama. Kegiatan ekonomi Jawa Barat mau tidak mau sebagian,
untuk ekspor dan impornya, harus dilewatkan ke pelabuhan yang ada di DKI
Jakarta. Sedangkan pelabuhan DKI Jakarta sendiri dinilai tidak mampu lagi
menampung distribusi barang dari wilayah sekitarnya (Departemen
Perhubungan, 2012).

Dari riset lain (Purboyo & Ibad, 2017), pergerakan barang via darat Pantai
Utara Pulau Jawa menunjukkan bahwa total bangkitan dan tarikan terbesar
adalah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat atau berturut-turut
557.911.401,99 ton, 483.472.710,04 ton, dan 414.935.609,17 ton. Sedangkan
pergerakan barang antarprovinsi terbesar, yaitu Jawa Barat - Jabodetabek
sebesar 127.139.047,45 ton, Jabodetabek- Jawa Barat sebesar 125.718.852,05
ton, Jawa Timur - Jawa Tengah sebesar 104.190.396.24 ton, dan Jawa Tengah-
Jawa Timur sebesar 101.085.583,19 ton. Dapat dilihat bahwa pergerakan
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terbesar adalah pergerakan antarprovinsi yang terdekat misalnya Jawa Barat
- Jabodetabek dan Jawa Tengah - Jawa Timur.

Jalan Nasional Rute 1 adalah jalan utama di Pulau Jawa yang lebih dikenal
dengan nama Jalur Pantura (Jalur Pantai Utara). Jalan ini melewati 5 provinsi
sepanjang 1.316 km di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, yaitu Banten,
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rute ini menghubungkan
dua pelabuhan penyeberangan, yaitu Merak di ujung Barat pulau Jawa dan
Ketapang di ujung Timur pulau Jawa. Merak merupakan pelabuhan
penyeberangan menuju Sumatra sementara Ketapang merupakan pelabuhan
penyeberangan menuju Bali.

Jalur pantura memiliki signifikansi yang sangat tinggi dan menjadi urat
nadi utama transportasi darat, karena setiap hari dilalui 20.000-70.000
kendaraan. Jalur Pantura menjadi perhatian utama saat menjelang Lebaran,
di mana arus mudik melimpah dari barat ke timur. Arus paling padat tedapat
di ruas Jakarta-Cikampek-Cirebon-Tegal-Semarang. Di Cikampek, terdapat
percabangan menuju ke Bandung (dan kota-kota di Jawa Barat bagian
selatan). Di Tegal, terdapat percabangan menuju ke Purwokerto (dan kota-
kota di Jawa Tengah bagian selatan). Di Semarang, terdapat percabangan
menuju ke timur (Surabaya-Banyuwangi) dan menuju ke selatan (Yogya-Solo-
Madiun).

Jalur Pantura ini sebagian besar pertama kali dibuat oleh Daendels yang
membangun Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dari Anyer ke Panarukan pada
tahun 1808-an. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah untuk
mempertahankan pulau Jawa dari serbuan Inggris. Pada era perang
Napoleon, Belanda ditaklukkan oleh Perancis dan dalam keadaan perang
dengan Inggris.

Jalur Pantura melintasi sejumlah kota-kota besar dan sedang di Jawa,
selain Jakarta, antara lain Cilegon, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek,
Subang, Indramayu, Cirbon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang,
Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, Gresik,
Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Di
Provinsi Banten secara rinci melewati Merak - Cilegon - Kramatwatu - Serang
- Cikande - Balaraja -Tigaraksa - Cikupa - Tangerang. Di dalam Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta: Kalideres -Cengkareng - Grogol Petamburan -
Tambora - Penjaringan - Pademangan -Tanjung Priok - Koja - Kelapa Gading
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- Pulo Gadung - Cakung & Roxy Mas - Monumen Nasional - Tugu Tani -
Cempaka Putih - Pasar Senen. Di Provinsi Jawa Barat secara rinci: Bekasi -
Tambun - Cibitung - Cikarang - Karawang - Klari - Kosambi -Dawuan -
Cikampek - Sukamandi - Pamanukan - Kandanghaur - Lohbener -Jatibarang
- Arjawinangun - Palimanan - Weru - Cirebon - Losari. Di Provinsi Jawa
Tengah secara rinci: Tanjung - Pejagan - Brebes - Tegal - Pemalang -
Pekalongan - Batang - Weleri -Kendal - Semarang — Demak - Trengguli - Kudus
- Pati - Rembang - Lasem. Di Provinsi Jawa Timur secara rinci: Tuban -
Widang - Babat - Lamongan - Gresik - Surabaya - Waru -Sidoarjo - Porong -
Gempol - Bangil - Pasuruan - Nguling - Probolinggo -Paiton - Besuki -
Panarukan - Situbondo - Bajulmati - Ketapang.

Purboyo dan Ibad mengungkapkan bahwa (1) Pergerakan barang laut
terbesar adalah via Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Disusul oleh pelabuhan
Tanjung Emas dan Banten. Kemudian Pelabuhan Sunda Kelapa dan Cirebon.
Dan pelabuhan yang memiliki pergerakan terkecil adalah Pelabuhan Gresik
dan Tanjung Wangi. (2) Pergerakan barang darat terbesar adalah Jabodetabek,
disusul oleh Gerbangkertosusila dan Kedungsepur. Kabupaten/kota lain
memiliki nilai yang beragam, dan yang paling kecil adalah Kota Cilegon. (3)
Perbandingan pergerakan barang via laut dan darat, yaitu pergerakan barang
via laut sebesar 0,69% sedangkan pergerakan barang via darat sebesar 99,31%.

Dari penelitian tentang dukungan prasarana wilayah bagi indeks maritim
Jawa Barat (Putro dan Ibad), dengan menganggap babwa indeks konektivitas
maritim menunjukkan tingkat keterhubungan suatu node/provinsi dengan
provinsi lain, ditemukan antara lain terjadi perubahan konektivitas maritim
yang signifikan dari tahun 1996 sampai dengan 2011 di Jawa Bagian Barat. DKI
Jakarta meningkat 10 kali. Demikian juga dengan Jawa Barat - Banten secara
Bersama. Sementara secara rinci, indeks konektivitas maritim Banten hamper
4x lipatnya daripada Jawa Barat.

Di Provinsi Jawa Tengah, tinjauan aksesibilitas dan mobilitas dibagi
berdasarkan wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Wilayah pesisir dibagi
atas wilayah pesisir dengan pelabuhan dan wilayah pesisir tanpa pelabuhan.
Hasil analisis dengan memakain indeks-indeks, pada wilayah pedalaman,
Kota Surakarta dan Kota Magelang memiliki indeks aksesibilitas paling tinggi
dibanding kabupaten/kota lainnya. Terdapat peningkatan aksesibilitas
wilayah pedalaman dari 2004 hingga 2014. Untuk mobilitas wilayah
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pedalaman, Kab. Sukoharjo memiliki indeks mobilitas paling tinggi, disusul
oleh Wonosobo, Sragen, dan paling kecil adalah Kota Surakarta. Untuk
wilayah pesisir, Kota Tegal memiliki indeks aksesibilitas paling tinggi
daripada kabupaten/kota lain, disusul oleh Kota Pekalongan, dan Kota
Semarang dan yang paling kecil adalah Pati. Indeks mobilitas terbesar
terdapat pada Purworejo, Wonogiri, dan Kendal. Terdapat kenaikan indeks
mobilitas, yaitu pada Wonogiri, Pemalang, Kota Tegal, dan Brebes. Sedangkan
yang lain mengalami penurunan indeks mobilitas.

Kabupaten/kota pelabuhan memiliki indeks aksesibilitas yang lebih besar
dari pada kota/kabupaten pesisir yang tidak memiliki pelabuhan. Terdapat
kenaikan indeks aksesibilitas dari tahun 2004 ke tahun 2014 pada wilayah
pesisir pelabuhan dan terjadi penurunan pada wilayah pesisir tanpa
pelabuhan. Indeks mobilitas kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan lebih
kecil daripada indeks mobilitas kabupaten/kota yang tidak memiliki
pelabuhan. Terjadi penurunan indeks dari tahun 2004 ke tahun 2014 pada
wilayah pesisir pelabuhan dan terjadi kenaikan pada wilayah pesisir tanpa
pelabuhan.

Wilayah pedalaman memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan
dengan wilayah pesisir. Terdapat kenaikan aksesibilitas dari tahun 2004
sampai 2014, meskipun tidak signifikan. Wilayah pedalaman memiliki indeks
mobilitas lebih tinggi daripada wilayah pesisir. Keduanya mengalami
penurunan mobilitas dari 2004 hingga 2014.

Aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
(Purboyo dan Ibad) dibedakan antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman.
Perkembangan wilayah dilihat dari indeks aksesibilitas dan mobilitas
kabupaten/kota. Wilayah pesisir dibedakan menjadi wilayah pesisir yang
mempunyai laut dan wilayah pesisir yang tidak memiliki pelabuhan laut.
Hasil kajian kurang lebih adalah bahwa kabupaten/kota yang memiliki
pelabuhan (wilayah pesisir yang memiliki pelabuhan) mempunyai indeks
aksesibilitas lebih besar dibandingkan kabupaten/kota/kabupaten yang tidak
memiliki pelabuhan. Terjadi peningkatan indeks aksesibilitas dari tahun 2010
hingga tahun 2014. Sedangkan untuk indeks mobilitas, kabupaten/kota yang
memiliki pelabuhan pada awalnya lebih besar dibandingkan indeks mobilitas
kabupaten/kota yang tidak memiliki pelabuhan. Namun pada tahun 2014
kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan mengalami penurunan sehingga

Prof. Heru Purboyo Hidayat Putro | 11



kabupaten/kota pelabuhan mempunyai nilai indeks mobilitas lebih kecil
dibandingkan kabupaten/kota tanpa pelabuhan. Selain itu terlihat pula
wilayah pesisir memiliki aksesibilitas yang lebih rendah dibandingkan
dengan wilayah pedalaman. Wilayah pedalaman mempunyai indeks
mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir. Indeks mobilitas
menurun di wilayah pesisir, tetapi meningkat di wilayah pedalaman dalam
rentang waktu 2010-2014.

Kembali ke era kolonial di Jawa, Dick menjelaskan bahwa angkutan kereta
api kemudian menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan jalan raya.
Terdapat dua penyebab, yaitu: Pertama, sebagai operasi pengangkutan jalur,
pengiriman dengan kereta api menimbulkan biaya pengunggahan muatan,
yaitu di awal barang diunggah dan di akhir saat barang diturunkan. Kemudian
masih ditambah biaya transportasi dari lokasi asal barang yang berpindah ke
ke stasiun/gerbong kereta api dan dari stasiun tujuan ke lokasi akhir barang.
Dalam kasus lalu lintas antara Jakarta dan Bandung, Dick melaporkan
informasi importir Tiongkok mengirimkan barang-barang berat dalam
jumlah kecil namun berat seperti sekrup, paku, peralatan logam, cat, minyak
biji rami, sabun, panci, wajan, dll., dengan menggunakan gerobak sapi di
mana biayanya 50% lebih murah dibandingkan dengan kereta api. Kedua
terkait dengan sistem tarif yang mencakup penumpang dan barang/bagasi di
mana bersifat kaku dan menjadi kurang ekonomis disbanding angkutan jalan
raya. Dikisahkan oleh Dick, seorang warga Pasuruan menjelaskan, perjalanan
15 kilometer dari Pasuruan ke Grati dengan kereta api kelas tiga dikenakan
biaya 17 sen per orang tanpa disertai barang, yang artinya ada biaya tambahan
atau tersendiri untuk barang yang dibawa penumpang. Sedangkan tiga hingga
lima perempuan yang membawa keranjang dapat berbagi gerobak kecil
dengan biaya 50 hingga 60 sen per gerobak sekali jalan, atau sekitar 17 sen per
orang dengan barang pendamping di mana mereka dapat langsung diantar ke
desa mereka.

Faktor penting yang menentukan daya tanggap moda transportasi
tradisional terhadap persaingan perkeretaapian adalah kelangkaan dan biaya
peluang tenaga kerja. Ketika tenaga kerja berlimpah dan hanya ada sedikit
kesempatan untuk melakukan pekerjaan alternatif di luar pertanian, seperti
di daerah penghasil padi Bagelen yang padat penduduk di sebelah barat
Yogyakarta, penduduk desa bersedia mempekerjakan diri mereka sendiri,
dengan atau tanpa kuda, dengan upah yang sedikit. lebih dari biaya makanan.
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Salah satu contoh nyata adalah kereta yang ditarik manusia (grobak wong),
yang hingga tahun 1891 masih mampu bersaing dengan kereta api dalam
pengangkutan jarak jauh dari Bagelen melintasi pegunungan ke Semarang
dan sebaliknya. Seperti yang dijelaskan oleh Residen setempat, enam laki-
laki—atau kadang-kadang laki-laki dan perempuan—harus menyewa gerobak
yang mampu membawa lima hingga enam pikul (sekitar sepertiga ton) dan di
pasar setempat membeli banyak barang seperti gula Jawa, gula, telur, dan
gerabah. Gerobak tersebut kemudian didorong atau diseret ke Semarang, dan
dalam perjalanan sebagian muatannya dijual untuk menutupi biaya hidup.
Setibanya barang-barang tersebut akan dijual secara kredit kepada pedagang
grosir (bakul), dan setelah uang tersebut dibayarkan, ikan-ikan kering atau
asin serta barang-barang konsumsi sehari-hari lainnya dibeli sebagai muatan
kembali, untuk dijual kembali di Bagelen pada waktu yang sama. Satu
perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sekitar 20 hari dan
menghasilkan keuntungan yang cukup untuk hidup. Sebagai kegiatan yang
bersifat subsisten, pengangkutan dan perdagangan tersebut cukup canggih
dan dapat disamakan dengan pengoperasian perahu kecil antarpulau.

Realitas di atas diapresiasi oleh Dick dan dinilai sebagai suatu inovasi.
Dengan mengacu kepada laporan dari Residen Mojokerto, Dick menjelaskan
bahwa terdapat bukti inovasi dalam jenis layanan yang disediakan oleh
angkutan pribumi skala kecil. Misalnya, pada tahun 1904, Residen Mojokerto
di Brantas Bawah melaporkan bahwa kereta kuda (dokar) digunakan seperti
omnibus, bukan untuk disewa satu orang, melainkan untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang di sepanjang jalan di mana dokar itu akan melintas
dan dengan tarif yang sangat murah. Meskipun hal ini mungkin tampak kecil,
secara konseptual hal ini menandai terobosan menuju tahap perusahaan
angkutan umum. Hal yang menarik adalah terobosan ini terjadi satu generasi
sebelum bus kota dan tiga generasi sebelum ‘revolusi mobil Colt’ pada tahun
1970-an yang dikenal sebagai angkutan pedesaan (Memorabilia, 2019).
Dengan kata lain, terobosan organisasional tampaknya mendahului
terobosan teknologi yang diakui secara umum, sehingga menegaskan
fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sektor masyarakat adat berskala
kecil.

Di luar daya tanggap warga biasa terhadap kondisi transportasi pada
masanya, kondisi akhir-akhir ini terkait dengan kesenjangan transportasi
antarwilayah adalah seperti yang dilaporan oleh Sekretaris Masyarakat
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Transportasi Indonesia/MTI (Tirto, 2023) bahwa menurut data BPS pada 2021,
berdasarkan kewenangannya, jalan kabupaten/kota merupakan jalan
terpanjang di Indonesia yang mencapai 446.787. Jalan yang dikelola
pemerintah provinsi sepanjang 54.557 km. Sedangkan panjang jalan yang
menjadi kewenangan negara 47.071 km. Secara keseluruhan, jalan provinsi
dan jalan kabupaten/kota mengisi pangsa 91% dan jalan negara hanya 9%.
Porsi jalan yang berada di dalam kewenangan kabupaten/kota akan
bertambah jika memasukkan ruas/jaringan jalan desa dan atau lokal yang
berada di dalam lingkungan permukiman warga. Penyebaran jaringan jalan
menurut provinsi, hanya dengan meninjau kepada 3 provinsi besar di Pulau
Jawa adalah (Tirto) menurut wilayahnya, Provinsi Jawa Timur menjadi
provinsi dengan jalan terpanjang, yakni 42.422 km, Provinsi Jawa Tengah
30.819 km, dan Provinsi Jawa Barat 28.218 km. Jika angka-angka panjang jalan
tersebut diperhitungkan dengan luas wilayah provinsinya, maka kerapatan
jalan tertinggi terdapat di provinsi Jawa Tengah, yaitu 0,94, Jawa Timur 0,89,
dan Jawa Barat 0,80. Sedangkan jumlah penduduk di masing-masing 3
provinsi (databoks, 2023) adalah Jawa Barat 49,40 juta, Jawa Timur 41,15 juta,
dan Jawa Tengah 37,03 juta. Membandingkan ketiga provinsi, maka Jawa
Tengah diuntungkan memiliki kerapatan jalan yang paling tinggi. Sementara
potensi penggunanya, yaitu jumlah penduduk, adalah yang paling sedikit.
Dalam istilah lain, aksesibilitas di Jawa Tengah dan potensi mobilitas
warganya dikaitkan dengan jaringan jalan tertinggi terbanding dengan 2
provinsi, Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal demikian, dikaitkan dengan masa
kolonial, diketahui bahwa kehadiran pihak Belanda di masa lalu lebih intensif
di Jawa Tengah dibanding di Jawa Timur dan Jawa Barat karena eksistensi
kerajaan-kerajaan Jawa. Bekas kehadiran tersebut juga dapat ditinjau secara
historis dari pernah adanya jaringan rel kereta api yang terdapat di Jawa
Tengah pada Gambar 1.

Jaringan rel kereta api tersebut, dalam konteks sekarang melayani kota-
kota kecil, di mana kemudian kurang terintegrasi dengan jaringan jalan.
Sedangkan kota besar, sedang, dan kecil sebagaimana dijelaskan di atas (Ibad)
saatini terjalin dalam rangkaian jaringan jalan Pantai Utara/Pantura Jawa dan
jalan nasional. Kerapatan jaringan jalan di pulau Jawa juga tergambarkan
dalam Peta Struktur Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Peraturan Pemerintah/PP nomor 26 Tahun 2008) pada Gambar 2. Keterangan
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dari sumbernya, bahwa garis-garis warna menyolok seperti kuning, oranye,
dan merah menandakan jaringan jalan nasional dan jalan bebas hambatan

Repro. De Stoomtrantic of Java en Sumatra.

emsssses = Saoor lebar 1435 mm milik NIS,
— = Spoot Icbar 1067 mm milik NIS.

—————— = Spoor dengan rel ketiga milik NIS Solo - Yogya.
COIIIIITD . = Rel bergig antara gemawang - Jambu.
— = Spoor 1067 milik $S, SIC, SCS.

Santoso, Roesdi. 1988, Kereta Api Dari Masa Kemasa. Hal : 18,

Gambar 1 Jaringan Rel Kereta Api Masa Lampau di Semarang-Yogyakarta (Ratnawati, 2015)
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Gambar 2 Struktur Ruang di Pulau Jawa (Lampiran-I PP 26, 2008)

Adapun gambaran penggunaan lahan saat ini yang terkait dengan keadaan
di masa lalu adanya perkebunan-perkebunan skala besar dapat menjadi
penjelas bahwa di wilayah Jawa Barat masih terkonsentrasi kawasan hijau.
Kawasan ini terutama di bagian selatannya yang bisa menjadi penyebab
kurangnya rapat jaringan jalan di sana. Gambar 3 di bawah dapat
menggambarkan pemanfaatan lahan di Pulau Jawa dengan keterangan warna
hijau di peta menunjukkan arahan peran sebagai kawasan lindung dan warna
ungu untuk hutan konservasi (suaka alam, pelestarian alam).

Gambar 3 Pola Ruang di Pulau Jawa (Lampiran-VII PP 26, 2008)
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3  TURISTIFIKASI, TELEWORK - DIGITAL NOMADISM,
DAN TRANSFORMASI RUANG WILAYAH DAN KOTA

3.1 Turistifikasi

Istilah turistifikasi (Oxford-Bibliographies) mengacu pada proses trans-
formasi suatu tempat menjadi ruang wisata dan dampak yang terkait
dengannya. Transformasi ini terjadi pada tingkat atau skala ruang pada daya
tarik wisata dan destinasi. Hal ini menyiratkan adanya adaptasi lokasi
terhadap pengunjung dan kepentingan sektor pariwisata. Dampak dari proses
transformasi dapat bersifat positif atau negatif serta bersifat multidimensi
(lingkungan, bentang alam, ekonomi, sosial, atau budaya). Di bidang geografi,
hal ini diperluas dengan perubahan formal dan fungsional yang dihasilkan
oleh pariwisata pada skala yang berbeda-beda dan tergantung juga dengan
intensitas kegiatan pariwisata.

Sejak akhir abad yang lalu, para ahli geografi telah menggunakan konsep
pariwisata/turistifikasi yang dipahami sebagai proses kompleks di mana
berbagai pemangku kepentingan ikut campur, mengubah suatu wilayah
melalui aktivitas wisata (Ojedaa & Maxime, 2020).

Pentingnya pariwisata dalam skala internasional merupakan fakta yang
tidak dapat disangkal. Angka-angka yang diterbitkan oleh Organisasi
Pariwisata Dunia (UNWTO) menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan baik
dalam jumlah wisatawan internasional maupun dampak ekonomi dari
pariwisata.

Pertumbuhan ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan internasional yang
menghilangkan dan membuat hambatan tarif barang dan jasa menjadi lebih
fleksibel, terutama dalam hal pergerakan modal finansial, ditambah dengan
semakin banyaknya hubungan sosial yang difasilitasi oleh transportasi yang
semakin cepat atau efektif dan komunikasi yang semakin lancar serta
menjangkau ke wilayah lebih luas.

Dalam hal ini, pariwisata berfungsi sebagai agen katalis yang mewujudkan
dampak globalisasi pada ruang lokal globalisasi (Cérdoba dan Garcia de
Fuentes, 2003). Hal ini berarti bahwa pariwisata dipahami dalam konteks
global dan memanifestasikan dirinya di situs lokal, menciptakan transformasi
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di wilayah tuan rumah, mempromosikan cara-cara baru dalam menggunakan
ruang dan memodifikasi lanskap budaya serta teritorial destinasi pariwisata.
Saarinen dkk. (2017) memahaminya sebagai sintesa proses sejarah dan relasi
kekuasaan, untuk memahami pariwisata yang berkembang di suatu wilayah
dan wilayah yang menjadi maju berkat pariwisata. Perubahan tersebut
disebut turisifikasi (Fournier dan Knafou, 2013).

Hubungan antara pariwisata dan geografi terletak pada kenyataan bahwa
tidak ada kegiatan pariwisata tanpa manifestasi spasial, yang berarti bahwa
seseorang tidak dapat memahami pentingnya pariwisata tanpa terlebih
dahulu mengidentifikasi dampak teritorialnya (Miranda dan Gonzales, 2006).
Fournier dan Knafou menjelaskan bahwa perluasan kajian pariwisata
mendorong pendekatan, dari deskriptif ke integratif, yaitu mencoba
memahami secara sintesis hubungan kompleks antara pemangku
kepentingan, arus ekonomi, apropriasi lahan/ruang, dan transformasi
lanskap. Duhamel dan Boualem (2011) mengungkapkan bahwa pariwisata
mentransformasikan kawasan destinasi di ruang global. Dengan kata lain,
pariwisata menyiratkan proses perubahan dinamika sosial ekonomi dan
komponen lanskap dan lingkungan suatu wilayah.

Menurut Balampanidis dkk. (2019) dan Kagermier dan Stors (2015), istilah
turistifikasi digunakan untuk menggambarkan proses transformasi perkotaan
yang didorong oleh pariwisata, di mana kawasan perumahan perkotaan dan
bagian kecil lainnya dari kawasan perkotaan sering kali tidak bergantung pada
inisiatif perencanaan yang dipimpin oleh pemerintah yang dikembangkan
menjadi zona wisata. Romero-Renau (2018) lebih lanjut menyatakan bahwa
turistifikasi selanjutnya mengarah pada dua proses, yaitu globalisasi dan
lokalisasi yang tertanam dalam pembangunan kota. Pembangunan itu
dicirikan oleh aktor-aktor global internasional (termasuk platform digital)
yang sekaligus berinvestasi pada sektor lokal dengan mengembangkan
budaya, produk, dan tempat konsumsi lokal yang akan menarik pengunjung.
Dalam hal ini, turistifikasi dapat dilihat sebagai proses bottom-up yang
berbeda di setiap lokasi, sebagai model multidimensi dan kompleks yang
mewakili hubungan berbagai aktor dan lokasi (Freytag & Bauder, 2018).

Sektor pariwisata terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi global. Kontribusi ini paling besar terjadi di Asia,
Afrika, Amerika Latin, dan Karibia (Ivanov, 2013). Dalam hal ini, Ivanov
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menyatakan bahwa kontribusi aktual pariwisata terhadap pertumbuhan
ekonomi akan lebih tinggi di negara-negara di mana pariwisata menyumbang
kontribusi PDB yang lebih besar. Meningkatnya jumlah pengunjung dalam hal
ini dapat berimplikasi pada peningkatan minat ekonomi dan pertumbuhan
investasi pada infrastruktur mobilitas dan transportasi (Freytag dan Bauder).
Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia di mana pariwisata dan pertumbuhan
ekonomi mempunyai hubungan timbal balik kausalitas yang saling
menguntungkan satu sama lain (Nizar, 2011). Ledakan pariwisata secara lebih
spesifik dapat mendorong inisiatif pembangunan perkotaan (Hayllar, dkk.,
2008). Fenomena inilah yang kita kenal sebagai ‘turistifikasi’. Istilah
turistifikasi digunakan untuk menggambarkan proses transformasi perkotaan
yang dipimpin oleh pariwisata di mana kawasan yang sering kali tidak
bergantung pada inisiatif perencanaan publik seperti kawasan pemukiman
dan bagian kecil lainnya di kawasan perkotaan juga berkembang menjadi
zona wisata (Balampanidis, dkk). Saat ini pariwisata telah menjadi sebuah
fenomena di berbagai negara dengan proses dan pendekatan yang berbeda-
beda. Fabrikasi dalam hal ini dapat dilihat sebagai model multidimensi dan
kompleks yang merepresentasikan hubungan berbagai aktor dan lokal yang
menarik untuk dikaji dalam konteks negara yang berbeda (Freytag dan
Bauder).

Fenomena turisifikasi juga terjadi di Indonesia. Contoh paling nyata
adalah yang terjadi di Bali yang merupakan salah satu daya tarik utama
Indonesia yang sudah mendunia. Adanya konsentrasi wisatawan baik
domestik maupun mancanegara di kawasan ini mempunyai implikasi
tersendiri terhadap transformasi wilayah, kota, dan perdesaannya. Di satu sisi
perkembangan pariwisata modern secara masif dilakukan di beberapa sisi
kawasan di Bali. Di sisi lain, berkembang juga pariwisata berbasis komunitas
seperti munculnya desa-desa wisata yang pada akhirnya berdampak pada
perluasan zona dan aktivitas pariwisata di Bali (Picard, 2010).

Selain Bali, fenomena turistifikasi juga bisa dilihat di Kota Yogyakarta.
Kota ini gencar mengembangkan pariwisata daerahnya. Dalam industri
pariwisata, Yogyakarta terkenal sebagai tempat lahirnya kebudayaan
Indonesia. Ini juga merupakan rumah bagi salah satu kerajaan paling
berpengaruh di Jawa (Sorensson, 2008). Sejalan dengan Romero-Renau (2018)
bahwa turistifikasi di Kota Yogyakarta, memunculkan proses globalisasi dan
lokalisasi. Pembangunan pariwisata ditandai oleh aktor-aktor global, yang
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pada saat yang sama meningkatkan investasi di tingkat lokal. Fenomena
turistifikasi di Yogyakarta mempunyai kesamaan dengan kota-kota lain
seperti dua kota besar di Eropa, yaitu Paris (Freytag & Bauder)) dan
Copenhagen (Stors & Kagermeier, 2017) dalam aspek-aspek visual, non-visual,
dan mobilitas. Perubahan fungsi dan lingkungan secara visual terlihat dari
munculnya desa-desa wisata dalam mewadahi meningkatnya aktivitas
pariwisata di pusat kota. Di sisi lain, desa wisata telah mentransformasikan
lingkungan pemukiman lokal menjadi daya tarik wisata. Perubahan fungsi
dan lingkungan non visual terlihat dari kehadiran akomodasi terhadap
perubahan lingkungan sekitar. Desa wisata di kawasan perkotaan dan
pedesaan menawarkan akomodasi dengan suasana baru, di mana penduduk
lokal dan wisatawan hidup berdampingan. Munculnya desa wisata
meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, karena mendapat sumber
daya ekonomi baru, yang dapat menambah pendapatan dari sektor-sektor
utama seperti pertanian atau sumber daya ekonomi lainnya. Munculnya desa
wisata telah mengubah sebagian besar fasilitas di lingkungan pemukiman
mereka. Meski demikian penerimaan warga setempat tetap positif. Dilihat
dari segi mobilitas,, munculnya desa wisata ternyata mampu memberikan
warna dan suasana baru dalam kegiatan pariwisata serta berpeluang
memperkenalkan dan meningkatkan potensi lokal yang ada.

Freytag dan Baulder menyatakan bahwa transformasi perkotaan,
pertumbuhan pariwisata, dan pariwisata sebagai proses yang saling
berhubungan. Keterkaitan dan saling membangun antara pertumbuhan
pariwisata dan transformasi perkotaan dihasilkan dari interaksi antara
penduduk lokal dengan pengunjung/wisatawan yang sebagai aktor kunci yang
mengonsumsi dan memproduksi ruang kota. Pembangunan kawasan wisata
merupakan hasil dari aktivitas pengunjung, di mana pengunjung hadir dan
memanfaatkan ruang publik dan pribadi di kota untuk dirinya sendiri. Baik
aktivitas pengunjung maupun kehadiran pengunjung merupakan faktor yang
tidak stabil dan dinamis.

Sehubungan dengan turistifikasi bottom-up yang berkembang berkat
Airbnb dan transformasi perkotaan di masa depan, penting untuk disebutkan
bahwa proses gentrifikasi dan pariwisata yang intens telah menyebabkan
gerakan protes dan perlawanan dari para aktivis dan penduduk lokal, yang
terkadang diambil alih dan didukung oleh politisi lokal. Airbnb dan bentuk
hosting pengunjung lainnya telah banyak dikritik karena kemungkinan
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dampak negatifnya terhadap perumahan yang terjangkau bagi penduduk
lokal. Konflik kepentingan, dan distribusi sumber daya ekonomi dan
kekuasaan politik yang tidak merata, merupakan tantangan besar bagi
pengembang pariwisata perkotaan dan perencana kota. Ini akan menjadi
tugas yang berat untuk menyeimbangkan dan mengatur organisasi spatio-
temporal dari kegiatan multifungsi oleh pengunjung, penduduk dan berbagai
pelaku ekonomi, politik, sosial, dan budaya lainnya di kota.

Adapun untuk wilayah perdesaan, khususnya di Asia Selatan dan
Tenggara, Philippe Bachimon, Evelyne Gauche dan Anh Thu Le (2020),
memberikan catatan bahwa elemen penting pariwisata di Asia Selatan dan
Tenggara yang mereka temukan dan analisis terdiri dari pembentukan dunia
benda-benda buatan, terbuat dari plastik, beton dan plester, yang
menghasilkan dekorasi stereotip pada situs dan resor wisata, berdasarkan
kitsch. Istilah kitsch ini muncul sekitar tahun 1860 di Bavaria, untuk merujuk
pada produk di bawah standar (Menon, 2006). Awalnya berkaitan dengan
“produksi barang-barang murah secara artistik dan industri” (Legrand, 2005).
Dalam bahasa sehari-hari, kitsch menunjuk pada benda-benda yang memiliki
selera buruk, dihiasi dengan dekorasi yang berlebihan, dan dikaitkan dengan
gagasan ketidakaslian dan kelebihan arti/makna, berdasarkan atribut yang
dipertimbangkan. Menurut Menon, kitsch adalah cara hubungan antara
manusia dan kenyataan. Hal ini terutama didasarkan pada penggunaan
pemalsuan (Baudrillard, 1981), atau bahkan simulacrum. Hal ini disampaikan
melalui suatu objek atau perangkat yang mendorong subjek untuk terjun ke
dalam keadaan emosional kebutaan positif, mengadopsi visi yang menawan
dan meyakinkan, namun artifisial. Jika kitsch merupakan atribut peradaban
massal (Moles, 1971), yang tidak dapat dipisahkan dari industri konsumen,
maka kitsch khususnya terdapat di lokasi wisata Asia, sehingga sering ditandai
dengan proses “kitschization” (Moles, Whal , 1969). Pertanyaannya adalah
apakah artifisialisasi lanskap dalam sistem wisata kitsch merupakan alat yang
efektif dalam pengembangan ruang wisata. Dikarenakan biayanya yang
murah sehingga memungkinkan untuk membuka tempat bagi kehadiran
wisata massal. Memang benar bahwa hal ini berisiko menimbulkan akulturasi
dan denaturasi. Konformisme karena aspek biaya menimbulkan pertanyaan:
apakah kitsch hanyalah tahap awal pariwisata, yang akan diikuti oleh fase
kecanggihan budaya, yang dapat mencakup pengungkapan dan pemuliaan
pusaka/warisan, atau bahkan periode renaturalisasi?
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Dalam konteks nasional, diketahui bahwa turistifikasi tidak hanya terjadi
di Pulau Bali dan kawasan perkotaan seperti di Yogyakarta. Kawasan
pinggiran kota-kota besar juga mengalami turistifikasi. Di sekitar Bandung,
dapat disebutkan bahwa di kota Lembang dan sekitarnya banyak dibangun
daya tarik/objek wisata. Bentuknya beragam, ada kafe, restoran, maupun
tempat rekreasi, dan dalam berbagai skala atau ukuran luas. Demikian juga di
dekat kota Semarang, di kawasan Bandungan di Jawa Tengah. Lahan-lahan
pertanian dan perkebunan warga dikonversi menjadi kafe, restoran, dan
tempat-tempat rekreasi. Juga disediakan ruang-ruang untuk parkir yang
ukurannya mendukung untuk menyambut dan menampung kedatangan bus-
bus pengunjung yang dalam jumlah lumayan banyak, maupun angkutan
pribadi. Kawasan-kawasan baru yang menjadi daerah wisata sering kali
kurang atau malah sama sekali tidak mempunyai layanan angkutan umum.
Amenitas untuk penginapan bagi wisatawan juga terus bertambah. Pola yang
sama juga terjadi di Kota Batu dan sekitarnya di Jawa Timur. Kawasan
terbangun bercorak perkotaan dengan sendirinya menjadi semakin luas dan
menggantikan kawasan alami perdesaan.

Berikut disajikan beberapa gambar (Gambar 4) guna lebih menjelaskan
atas apa-apa yang bisa dituliskan.

Gambar 4 Daya Tarik Wisata di Batu - Malang —Jawa Timur
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Turistifikasi di kawasan perdesaan juga dilakukan oleh berbagai pihak.
Perusahaan pengelola kawasan hutan cagar alam bisa membangun
jembantan gantung (Gambar 5). Jembatan ini kemudian menjadi daya wisata
dan banyak mendapatkan pengunjung, seperti terjadi pada Jembatan Gantung
Situ Gunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jembatan dengan
ketinggian 107 meter dan memiliki panjang 243 meter, yang merupakan
terpanjang di Asia Tenggara (Kompas, 2020).

-
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Gambar 5 Jembatan Situ Gunung

Dalam bentuk yang berbeda, warga perdesaan juga melakukan
pembangunan daya tarik dalam rangka mengundang pengunjung. Hal ini
tergambarkan di Gambar 6 apa yang terjadi di Kabupaten Magelang di Jawa
Tengah.

Dorongan untuk berwisata bisa dipicu oleh beragam hal daya tarik, baik
yang bersifat buatan atau pun alami. Di bawah adalah gambar-gambar yang
menjelaskan bahwa minat berwisata warga bisa mengarah ke mana saja.
Informasi tentang suatu pesona di suatu tapak bisa membuat warga untuk
mengunjungi. Ini terjadi di kawasan Citorek, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten yang diberi nama Negeri di Atas Awan (Gambar 7). Penamaannya
seperti branding yang kemudian banyak warga mengunjunginya. Di sini lain,
bahkan warga juga bisa melakukan camping atau berkemah dalam rangka
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menikmati matahari terbit. Hal ini terjadi di kawasan bukit Igir Kandang,

Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah (Gambar 8).

Kecamatan Bandongan, sekitar 7 km dari Kota
Magelang. Kesejukan hutan pinus yang masih alami .

WISATA MAGELANG : Penampakan Gardu

Pandang di Obyek Wisata Dell Mas Lereng
Sumbing Windusari Magelang — (Foto—
Dasvret) — (Foto- @nana,podungge )

Gambar 6 Pembangunan objek wisata pedesaan di Kabupaten Magelang

Gambar 7 Negeri di Atas Awan, Citorek - Kabupaten Lebak

Sehubungan bahwa wisatawan bisa pergi ke mana saja di mana daya tarik
wisata berlokasi atau muncul karena dibangun baru atau “ditemukan”,
sedangkan keadaan jaringan jalan tidak selalu mendukung antusiasme atau
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minat dari warga untuk berwisata, maka kemudian yang terjadi adalah
terjadinya kemacetan di ruas atau jalur menuju dan atau di sekitar kawasan-
kawasan wisata. Setiawan (2021) menjelaskan bahwa jaringan jalan sekitar
kawasan wisata Dieng di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada hari-hari
di mana ada event budaya seperti “Dieng Culture Festival” atau saat terjadi
“embun-salju”, di mana wisatawan banyak berdatangan, maka kondisi lalu
lintas di sana akan mengalami kemacetan yang parah. Gambar 9 di bawah

kiranya dapat lebih menjelaskan kondisi lalu lintas yang terjadi.

Gambar 9 Kondisi lalu lintas di kawasan Dieng saat masa puncak pariwisata (Setiawan, 2021)

Ketidak-seimbangan antara kapasitas ruas-jaringan jalan dengan
kebutuhan jumlah kendaraan yang akan melewatinya, di mana terutama
kendaraan pribadi, dalam rangka berpariwisata membuat waktu tempuh
menjadi lebih panjang karena kemacetan. Kenyamanan berpariwisata
kemudian menjadi berkurang. Pengalaman wisata yang diperoleh dari
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interaksi antara wisatawan dengan warga dan alam setempat di kawasan
wisata menjadi terbatas. Sementara tingkat kebutuhan cenderung meningkat
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, gaya hidup yang dipicu oleh
media sosial, dan kebebasan setelah masa pembatasan bergerak saat
pandemi. Upaya turistifikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai
wilayah juga terus bertambah. Sedangkan aksesibilitas di kawasan-kawasan
wisata yang muncul belakangan tidaklah setinggi dibanding dengan kawasan-
kawasan yang sejak lama sudah memiliki dan tersambung dengan jaringan
transportasi yang baik. Kesenjangan aksesibilitas merupakan salah kendala
terkait dengan turistifikasi.

Kecenderungan berwisata warga Indonesia, menurut laporan Biro Pusat
Statistik/BPS, cenderung terus meningkat. Sejak pandemi Covid-19
dinyatakan usai, sektor pariwisata domestik Indonesia konsisten menunjuk-
kan pemulihan pada 2022. Dilaporkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan
Nusantara/domestik selama 2022 yang mencapai 734,86 juta perjalanan.
Angka ini tumbuh 19,82% dibandingkan tahun 2021. Jumlah wisatawan tahun
2022 itu sudah melampaui jumlah wisatawan tahun 2019 sebelum terjadinya
pandemi Covid-19 sebesar 1,76%.

Adapun sebaran dari pergerakan atau perjalanan wisatawan Nusantara
adalah seperti tersajikan di dalam gambar 10 dan gambar 11 berikut.

Provinsi Provinsi
Asal Tujuan

(juta perjalanan) {(juta perjalanan)

Jawa Timur
198,91

Jawa Timur

Jawa Barat
128,67

Jawa Barat
123,53

Jawa Tengah
110,35

Jawa Tengah
103,99

Gambar 10 Perkembagan pariwisata domestik Indonesia, 2022 (BPS, 2023)
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Gambar 11 Pergerakan Wisatawan Nusantara Berdasarkan Provinsi, 2022 (BPS, 2023)

BPS menjelaskan bahwa pariwisata domestik di Indonesia masih
didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan
dengan 76,54 persen perjalanan wisnus berasal dari Pulau Jawa. Demikian
juga dengan daerah tujuan wisata, di mana sebanyak 75,49 persen dari total
perjalanan wisnus berada di Pulau Jawa. Pertumbuhan perjalanan wisata
Nusantara yang positif dan pemulihan wisatawan domestik relatif terlihat di
beberapa provinsi. Di Jawa Timur, warganya berwisata dengan jumlah
perjalanan 181,5 juta, di Jawa Tengah 71,41 juta, dan di Jawa Barat 68,35 juta.
Sedangkan Jawa Barat menerima kunjungan wisatawan dari luar provinsinya
yang paling banyak, yaitu 60,32 perjalanan. Jawa Tengah menerima 32,58 juta
perjalanan wisata dari luar provinsinya, dan Jawa Timur 17,37. Angka-angka
ini dan dikaitkan dengan kerapatan jaringan jalan yang dibahas di bab
sebelumnya bisa menjadi penjelas tentang fenomena kemacetan pada saat
liburan di kawasan-kawasan wisata yang terdapat di ketiga provinsi utama
tersebut.

3.2 Telework-Digital Nomadism

Pengembara menurut Manicelli (2020) digital adalah individu yang, dengan
memanfaatkan teknologi komputasi portabel dan akses Internet yang luas,
dapat bekerja dari jarak jauh dari lokasi mana pun dan menggunakan
kebebasan ini untuk menjelajahi dunia. Aspirasi mereka memadukan
pariwisata, rekreasi, dan aktivitas profesional untuk membentuk gaya hidup
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unik berdasarkan pekerjaan jarak jauh, perjalanan global, dan praktik multi-
tempat tinggal.

Dalam kasus digital nomads, “kehidupan yang baik” (Benson dan O’Reilly,
2009), sebuah aspirasi umum yang memotivasi berbagai jenis mobilitas, lebih
berkaitan dengan pencarian makna dibandingkan dengan faktor ekonomi
atau politik (Korpela, dkk 2014). Pengembara digital mewujudkan pencarian
kehidupan yang bermakna dengan membebaskan diri dari tempat kerja yang
kaku dan bekerja bersama mereka sambil menjelajahi berbagai tempat dan
budaya. Fleksibilitas yang disediakan oleh pekerjaan online merupakan syarat
mendasar untuk proyek kehidupan mereka. Namun, ciri yang membedakan
mereka dari pekerja jarak jauh lainnya adalah nilai yang mereka kaitkan
dengan memperoleh pengalaman budaya dan pribadi melalui perjalanan
internasional, yang mereka anggap menguntungkan untuk mengalami
pengaturan kehidupan alternatif dan mendapatkan pemahaman diri yang
lebih dalam.

Pada awal mula internet, Tsugio Makimoto dan David Manners (1997)
menulis manifesto Digital Nomad mereka. Dalam buku itu, mereka
berspekulasi tentang potensi internet untuk membebaskan pekerja dari
belenggu kantor. Pekerja dapat menggunakan komputer untuk bekerja dan
berpindah ke tempat yang nyaman dan terjangkau - seperti Pantai. Gambaran
ini telah melekat pada subkultur - beberapa dekade kemudian - yang
mengadopsi istilah Makimoto dan Manner, “digital nomad,” ketika mereka
berpose dengan laptop di pantai. Orientasi yang mendasari Makimoto and
Manners, Digital Nomad adalah kebebasan dan perjalanan yang serius.
Ungkapan Ina Reichenberger (2017) terkait pengembara digital adalah
diperolehnya kebebasan yang muncul dalam berbagai konteks, termasuk
kebebasan dalam pekerjaan berbayar, kebebasan yang berkaitan dengan
kemandirian lokasi, dan kebebasan untuk mengembangkan diri.

Seperti yang terjadi pada migran dan pengembara global lainnya
(Korpela), pengembara digital menunjukkan penolakan terhadap sistem
sosial di negara asal mereka, yang umumnya merupakan negara maju.
Penolakan mereka untuk hidup menetap mempertanyakan ontologi
sedentarisme (Wood 2005)) dan mengaburkan perbedaan biner—
rumah/tempat Kkerja, waktu produktif/liburan—yang secara tradisional
digunakan untuk memahami cara hidup berbasis tempat dan indikator posisi
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sosial mereka, serta diferensiasi tugas, ruang dan periode waktu. Pengembara
digital melepaskan diri dari keseimbangan kerja/kehidupan yang tidak
memuaskan demi kebebasan dan realisasi diri. Dalam narasi mereka,
perjalanan bukanlah aktivitas berdasarkan tempat, melainkan pengalaman
yang berfokus pada diri sendiri dan elemen pembentuk identitas. Berubah
menjadi gaya hidup, mobilitas memungkinkan digital nomad untuk
menciptakan lingkungan hidup mereka sendiri, mendefinisikan kehidupan
mereka sebagai proyek realisasi diri yang individualistis.

Sementara studi OECD berjudul The New Geography of Remote Jobs? Evidence
from Europe (2023), menjelaskan antara lain bahwa sebelum pandemi,
sebagian besar wilayah/kota di Eropa mempunyai jumlah pekerja jarak jauh
yang serupa. Sejak tahun 2020, meskipun semua negara Eropa mengalami
peningkatan dalam pekerjaan jarak jauh, penyerapannya paling tinggi terjadi
di kota-kota besar dan ibu kota negara. Temuan ini sejalan dengan teori
terbaru mengenai dampak pekerjaan jarak jauh terhadap masa depan
perkotaan di mana menurut Bond-Smith dan McCann (2022) sebagian besar
pekerja jarak jauh lebih memilih untuk tinggal di dalam atau di sekitar kota-
kota besar walau perjalanan jarak jauh mereka panjang/lama. Faktor regional
seperti kecepatan internet dan angka kematian berlebih di wilayah tersebut
berhubungan positif dengan penggunaan pekerjaan jarak jauh pada tahun
2020, namun kekuatan penjelasan dan signifikansinya menurun pada tahun
2021.

Temuan studi OECD mengungkapkan bahwa pandemi memengaruhi
pekerjaan jarak jauh di Eropa, dengan dampak yang berbeda-beda terhadap
kota dan wilayah. Memahami lanskap kerja jarak jauh yang baru ini sangat
penting bagi para pembuat kebijakan, karena hal ini secara langsung
berdampak pada kesenjangan dan pembangunan regional. Dalam konteks
Eropa, beberapa dekade terakhir, banyak daerah pedesaan menghadapi
penurunan populasi dan penuaan yang lebih tinggi dibandingkan daerah
perkotaan, serta pertumbuhan standar hidup yang lebih rendah.
Kemungkinan untuk bekerja jarak jauh dipandang sebagai peluang baru bagi
wilayah di luar aglomerasi perkotaan besar untuk memitigasi/membalikkan
tren struktural ini (OECD, 2021). Misalnya, terdapat banyak inisiatif yang
bertujuan untuk menawarkan ruang kerja bersama dan layanan dukungan
lainnya bagi pekerja jarak jauh yang ingin pindah ke daerah pedesaan dan
daerah pinggiran. Temuan OECD menggarisbawahi pentingnya akses internet
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yang andal, karakteristik individu, komposisi sektoral, dan industri. Hal-hal
tersebut sesuai dengan hasil yang dilakukan di AS (Ramani dan Bloom, 2021;
Ahrend dkk., 2022), hal ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan jarak
jauh secara teori mungkin menguntungkan kota-kota berukuran sedang dan
daerah pinggiran, tetapi banyak pekerja yang akan tetap tinggal di kota/di
wilayah mereka tinggal, terutama di luar pusat kotanya.

Mempertimbangkan tren ini, disarankan bahwa pemerintah daerah perlu
fokus pada pengembangan wilayah pinggiran kota untuk mengakomodasi
masuknya pekerja jarak jauh dan penyediaan layanan dan fasilitas publik
yang berkualitas. Investasi di bidang infrastruktur, perumahan, dan fasilitas
masyarakat di pinggiran kota dapat menarik para profesional dan
meningkatkan kualitas hidup penduduk. Namun, penting untuk menjaga
keseimbangan dan melestarikan esensi pusat kota. Inisiatif perencanaan kota
yang cerdas seperti zonasi guna lahan campuran dan ruang hijau dapat
menjadikan kehidupan perkotaan menarik bagi pekerja jarak jauh dan non-
jarak jauh.

Menyadari perubahan sifat pekerjaan, dan preferensi sebagian besar
pekerja terhadap fleksibilitas tempat kerja yang lebih banyak, saran OECD
dengan mengacu ke Aksoy et al. (2022), pembuat kebijakan harus berinvestasi
dalam program peningkatan keterampilan dan keterampilan ulang yang
disesuaikan dengan industri yang ramah lingkungan. Dengan mengenali
peran faktor komposisi dan mengatasi hambatan penerapan kerja jarak jauh,
pembuat kebijakan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif
dan ramah jarak jauh, memastikan bahwa potensi manfaat yang terkait
dengan kerja jarak jauh dapat diakses oleh semua orang, di mana pun mereka
tinggal.

Dalam perspektif global, Hollaran (2022) mencatat bahwa meskipun para
pengembara sering menyatakan simpati terhadap krisis kesehatan di negara
tujuan, mereka melihat diri mereka berada di luar bencana karena faktor usia,
kondisi kesehatan secara umum, dan kemampuan untuk berangkat guna
mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Namun, mereka juga
mempunyai lebih banyak keistimewaan dibandingkan dengan paspor yang
kuat, namun seluruh sistem layanan negara yang dapat diakses dalam
keadaan darurat, dan secara konsisten melemahkan dukungan finansial dan
ideologi pada masa-masa baik. Dalam hal ini, geoarbitrase bukan sekadar ‘trik’
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satu arah untuk menghindari biaya hidup, tetapi merupakan hubungan multi-
arah yang harus dipupuk di kedua sisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin
sumber daya dari negara-negara kaya dengan biaya serendah mungkin.

Mempelajari hipermobilitas digital nomad memberikan sebuah jendela
menuju hubungan sosial dan properti baru di negara-negara berkembang di
mana gentrifikasi transnasional sedang terjadi (Sigler dan Wachsmuth 2016).
Proses ini sulit dilacak dan rentan terhadap penerimaan pasif terhadap narasi
eksepsionalisme dan pemberontakan para perantau (Kunz 2016) (McElroy
2019). Namun, menunjukkan bagaimana pekerja jarak jauh masih terikat pada
negara bagian dan tempat fisik di negara asal mereka membantu memperkuat
kembali pengalaman kelompok ini secara spasial dibandingkan secara digital.
Penelitian di masa depan diharapkan dapat menyelidiki hubungan antara
pengembara dan komunitas tujuan mereka khususnya dalam persaingan
perumahan, munculnya ekonomi pariwisata, dan pertemuan sosial lintas
budaya. Terakhir, tema-tema yang muncul di bidang pekerjaan jarak jauh
mungkin menunjukkan bahwa nomadisme berfungsi sebagai semacam katup
tekanan ideologis dan spasial: hal ini memungkinkan orang untuk percaya
bahwa mereka telah keluar dari tempat kerja kontemporer padahal mereka
sebenarnya telah menganut gig economy dan hal ini memberikan sebuah
pilihan keluar dari pasar perumahan yang mahal, padahal pada
kenyataannya, hal ini menyebabkan banyak orang memiliki mobilitas namun
kurang stabilitas.

Digital nomadism yang sebenarnya sudah berjalan sejak sebelum pandemi
covid-19 kemudian mendapatkan perhatian lebih saat pandemi terjadi.
Kegiatan dan kampanye tentang staycation dalam rangka meningkatkan
hunian hotel yang diharapkan untuk dapat menjaga kegiatan industri
pariwisata di daerah supaya tidak sampai negatif kemudian memanfaatkan
gaya hidup atau berwisata para pengembara/pengelana digital. Di Eropa
(Eropean Data Journalism Network, 2023), usai pandemi, angka remote work
meningkat 10% secara rata-rata dari tahun 2019 ke 2021. Informasi tentang
biaya visa dan proses perijinan untuk menjadi digital nomad di negara Eropa
relatif tersedia secara luas dan mudah diakses. Jumlah digital nomad di
Amerika Serikat (AFAR, 2023), meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Jumlah mereka meningkat lebih dari dua kali lipat, melonjak dari 7,7 juta
sebelum pandemi pada tahun 2019 menjadi 15,5 juta pada tahun 2021.
Kecenderungan ini terus berlanjut. Pada tahun 2022, dilaporkan bahwa 17,3
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juta orang Amerika menggambarkan diri mereka sebagai digital nomad.
Dengan semakin banyaknya pekerjaan yang dilakukan dari jarak jauh,
semakin banyak orang yang berpikir untuk berkemas dan melihat dunia,
bekerja sambil bepergian atau berwisata.

Memanfaatkan peningkatan digital nomadism, Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (2021) meluncurkan kebijakan Work from Bali (WFB).
Menurut Menteri, dengan kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat
pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Konsep WFB bisa
juga diterapkan di berbagai daerah/destinasi tujuan wisata, seperti Labuan
Bajo, Toba, dan Likupang. Dijelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) pada waktu juga sedang mengembangkan konsep serupa bahkan bisa
dinilai menjadi percontohan. Hal ini berkat terjadinya pertumbuhan ekonomi
DIY bisa plus 6 persen. Kunci kesuksesan pariwisata di DIY terkait dengan
tanggapannya terhadap digital nomadism bukan hanya mengandalkan
keindahan alam yang cantik dan pengelolaan yang baik, melainkan juga
layanan jaringan internet yang mumpuni. Apa yang terjadi di DIY ini seperti
pola yang terjadi di Eropa (OECD, 2023) di mana pada tingkat wilayah, hasil
penelitian menunjukkan bahwa kecepatan internet yang lebih tinggi di tingkat
regional dan angka kematian berlebih yang lebih tinggi merupakan prediktor
yang signifikan terhadap kemungkinan orang bersedia bekerja secara jauh
jarak jauh. Dalam hal ini menjadi pengembara digital. Mancinelli (2020) juga
menyatakan bahwa pengembara digital adalah individu yang, dengan
memanfaatkan teknologi komputasi portabel dan akses internet yang luas,
dapat bekerja dari jarak jauh dan dari lokasi mana pun. Mereka menggunakan
kebebasan ini untuk menjelajahi dunia. Aspirasi mereka memadukan
pariwisata, rekreasi, dan aktivitas profesional untuk menciptakan gaya hidup
unik berdasarkan pekerjaan jarak jauh, perjalanan global, dan praktik multi-
perumahan. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi mobilitas mereka
adalah koneksi internet, biaya hidup, dan kehadiran komunitas dengan orang-
orang yang berpikiran sama.
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4 SEKTOR EKONOMI: DUALISME, URBANISASI, DAN
PENGENDALIAN

4.1 Ekonomi 2 Sektor, Dualisme Sosial

Gagasan mengenai pembangunan dualistik yang membagi masyarakat
menjadi agen yang berpartisipasi dan agen yang tidak berpartisipasi - yaitu
mereka yang tertinggal oleh kemajuan ekonomi - berasal dari teori Ekonomi
Ganda pada tahun 1940an (Kanbur, 2013). Pembangun teori ini sosiolog dan
ekonom Belanda Dr. Julius Boeke (Clement, 2015).

Meskipun tidak terlalu dikenal dalam komunitas ekonomi saat ini,
penelitian BOEKE yang ekstensif dan penjelasan rinci mengenai masyarakat
kolonial di Hindia Belanda antara tahun 1910-1929 telah memberikan dua
wawasan penting yang masih berlaku hingga saat ini. Pertama, setiap budaya
memiliki kelembagaan tersendiri yang berbeda-beda. Budaya tersebut tidak
mudah diubah. Suatu lembaga dari budaya berbeda tidak mudah diterapkan
di budaya lain. Kedua, jika kerangka kelembagaan tertentu diterapkan pada
budaya lain, kerangka tersebut hanya akan diadopsi sebagian oleh masyarakat
yang bersangkutan. Dualisme institusi yang ada ini kemudian menimbulkan
perbedaan subsistem ekonomi dalam masyarakat. Dengan kesimpulan ini,
Boeke telah meletakkan dasar bagi banyak publikasi berikutnya mengenai
Teori dualitas sosial dan ekonomi, antara lain Higgins (1956), Geerstz (1963),
dan Harris & Todaro (1970).

Meskipun nama BOEKE jarang muncul dalam literatur saat ini,
gagasannya setidaknya secara implisit ditemukan kembali dalam literatur
ekonomi terutama yang membahas sektor informal dan perannya terhadap
pembangunan. Dalam tesis doktoralnya tentang evaluasi kritis ekonomi
politik kolonial tropis (Tropisch-koloniale staathuishoudkunde: het problem),
BOEKE menolak penerapan institusi ekonomi dan politik barat pada
masyarakat Hindia Belanda. Ia menyoroti perlunya ilmu ekonomi yang
berbeda bagi koloni Belanda-Indonesia di mana penduduk pribumi
memberikan respons yang berbeda dari yang diharapkan terhadap insentif
ekonomi yang ditetapkan oleh institusi kolonial barat. Tak lama setelah tesis
doktoralnya diterbitkan pada tahun 1910, BOEKE meninggalkan Belanda
untuk bekerja sebagai pegawai negeri di Batavia. Pada tahun 1914 ia menjadi
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penasihat Volskreditwezen; sebuah lembaga yang didirikan sebagai bagian
dari kebijakan imperialistik Belanda untuk memperbaiki taraf hidup
penduduk pribumi melalui program-program yang ditargetkan di bidang
pendidikan, pelayanan kesehatan dan koperasi kredit pedesaan. Selama
berada di Indonesia, BOEKE terus melakukan penelitian terhadap kondisi
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada tahun 1929 ia
kembali ke Belanda untuk bekerja sebagai profesor Ekonomi Timur dengan
kuliah tentang “Ekonomi Dualistik”.

Tiga tahun sebelum kematiannya, ringkasan karyanya, Ekonomi dan
Kebijakan Ekonomi Masyarakat Ganda - Seperti yang diterapkan di Indonesia,
diterbitkan pada tahun 1953. Isinya adalah kumpulan pengamatan Boeke
selama ia berada di Indonesia. Penekanan dalam karyanya selalu pada
argumen dasar bahwa setiap upaya untuk menerapkan secara langsung
doktrin dan teori ekonomi barat di masyarakat yang kurang terindustrialisasi
pasti akan gagal. Boeke menekankan bahwa kontradiksi yang tampak antara
sistem barat dan timur memerlukan pendekatan kebijakan ekonomi yang
berbeda dengan mempertimbangkan isu “Dualisme Masyarakat”. Boeke tidak
membatasi definisi dualisme pada satu dimensi tertentu namun terus
menekankan keabsahan dualisme dalam semua bidang kehidupan dan aspek-
aspeknya yang beragam. Dualisme juga terekspresikan dalam bidang-bidang
kehidupan lain selain ekonomi, seperti dalam perundang-undangan dan
pemerintahan, dalam hukum dan peradilan, dalam organisasi sosial, dan juga
dalam konsepsi manusia mengenai apa yang mereka butuhkan, dalam
evaluasi mereka terhadap sesuatu, dalam pekerjaan dan rekreasi, dalam
agama dan moral.

Boeke menganggap perusahaan korporasi sebagai pilar pertukaran
komersial. Industri mekanis dengan produksi massal dan jaringan
transportasi di seluruh negeri memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak
terbatas. Berbeda dengan prinsip-prinsip barat, Boeke mendefinisikan dan
menggambarkan masyarakat timur berdasarkan pada komunitarianisme dan
ikatan sosial yang ditentukan secara organik. Tidak ada perbedaan yang jelas
antara motif ekonomi dan non-ekonomi karena keluarga bersama terlibat
dalam swasembada. Kerabat secara paralel merupakan unit dasar produksi
dan konsumsi. Perpaduan erat antara aspek kelangsungan hidup dan
komersial ini dimasukkan ke dalam kerangka institusional informal berupa
budaya dan tradisi yang mendominasi masyarakat pra-kapitalis. Bagi Boeke,
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perbedaan mendasar antara sistem barat dan timur terletak pada perbedaan
peran spesifik individu dalam masyarakat. Produksi di unit-unit lokal yang
tidak saling bergantung didasarkan pada pembagian kerja yang lemah dan
tidak dipengaruhi oleh harga dan pasar, melainkan oleh kebutuhan kerabat.
Modal geografis yang rendah seperti jaringan transportasi yang belum
berkembang, infrastruktur yang kurang, dan kurangnya akses terhadap listrik
dan air minum di seluruh wilayah memperkuat dampak isolasi geografis
sehingga merugikan kesatuan pasar antar wilayah. Pasar lokal yang terikat
secara geografis membentuk lingkup ekonomi yang berbeda. Karena
kebutuhan masyarakat terutama bergantung pada kemampuan keluarga
untuk berproduksi, pertukaran ekonomi umumnya terjadi dalam batas-batas
pasar lokal. Berdasarkan pengamatannya, Boeke menyimpulkan bahwa
tatanan ekonomi timur secara substansial berbeda dari prinsip-prinsip
kapitalisme yang saling terkait dalam kapitalisme barat.

Sebagai perbedaan penting lainnya antara jenis produksi barat dan asli,
Boeke menyebutkan apa yang disebut ‘masalah bisnis’ yang mempunyai
landasan berbeda. Agen-agen dan unit-unit produksi di negara-negara Barat
bergantung pada modal sehingga mampu mempertahankan peningkatan
kapasitas serta guncangan akibat berkurangnya pendapatan atau bahkan
perlunya pengurangan ukuran pada saat menurunnya permintaan dan resesi
ekonomi. Di sisi lain, industri pribumi kurang padat modal dan berbasis pada
penggunaan tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar. Oleh karena itu, satu-
satunya respons terhadap guncangan ekonomi adalah dengan memberikan
kompensasi kepada sebagian angkatan kerja. Namun karena sebagian besar
pekerja yang dipekerjakan biasanya adalah anggota keluarga yang bergantung
pada hasil produksi bersama, maka upaya untuk mengimbanginya ternyata
sulit atau tidak mungkin dilakukan secara sosial. Jika digeneralisasikan ke
dalam kajian kelompok negara-negara yang sedang berkembang, maka
mungkin terdapat perpaduan antara pasar internasional dan perekonomian
pedesaan serta antara sistem masyarakat perkotaan dan pedesaan - salah satu
sistem yang dominan adalah struktur perekonomian barat yang diimpor dan
tidak sepenuhnya menyerap sumber daya alam. Teori dualisme ekonomi
Boeke didasarkan pada bentuk-bentuk sistem yang terpisah namun juga
adanya saling ketergantungan dan keterkaitan di antara sistem-sistem
tersebut yang justru memperparah konflik.
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Pada dasarnya, Boeke mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan sistem
ekonomi, teknologi, dan bentuk organisasi sosial yang mendominasi. Namun,
tidak ada masyarakat yang berpindah secara terpisah dari satu sistem ke
sistem lainnya. Biasanya selalu ada tumpang tindih tertentu dari berbagai
sistem sosial. Oleh karena itu, asumsi gaya sosial homogen sering dikritik
karena tidak realistis.

Selama 15 tahun pengamatan Boeke dari tahun 1914 hingga 1929, Hindia
Belanda mengalami stagnasi pendapatan per kapita (Boeke, 1953), karena
tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan
produksi ekonomi. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya peningkatan
akumulasi modal dan produktivitas industri. Boeke menyimpulkan bahwa
masyarakat timur merupakan perekonomian yang statis dibandingkan
dengan masyarakat barat yang mempunyai jalur pertumbuhan ekonomi yang
dinamis.

Dalam penjelasannya mengenai dualisme sosial yang berlaku, Boeke
secara eksplisit merujuk pada peran lembaga informal yang dominan di
Hindia Belanda seperti nilai-nilai sosial, budaya, dan sikap individu terhadap
kontribusi diri terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia berhipotesis bahwa ada
kecenderungan sosial yang mendasari fatalisme dan kepasrahan terhadap
penciptaan output di luar kepuasan kebutuhan subsisten penduduk. Dengan
demikian, peningkatan upah di sektor tradisionalis hanya akan berdampak
kecil pada struktur insentif pekerja dan bahkan menyebabkan penurunan
nyata dalam pasokan tenaga kerja.

Pada saat ia diterbitkan, karya Boeke tentang dualisme sosial telah
menginspirasi banyak ekonom kontemporer lainnya. Misalnya Moore (1953),
Ornati (1955), dan Higgins, menganggap cara kerja sebagai kriteria utama
pembedaan dalam struktur ekonomi dualistik ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kenyataan sehari-hari
mengenai bagaimana masyarakat miskin di wilayah timur bekerja dan
berdagang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalisme di wilayah barat.
Pengaturan kelembagaan yang diterapkan merupakan respons terhadap
persyaratan sistem kapitalistik yang melibatkan pelaku ekonomi individu dan
bukan komunitas kekerabatan. Karena institusi dan kebiasaan ekonomi yang
tampaknya tidak selaras, BOEKE yakin bahwa mayoritas penduduk wilayah
timur akan tetap tidak dapat mengadopsi struktur kapitalisme barat jika status
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quo kelembagaan tidak diubah. Higgins menjelaskan berbagai hambatan
sosiologis terhadap pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi. Di
antaranya, ia menyoroti pengorganisasian masyarakat berdasarkan ikatan
kekerabatan yang mungkin merupakan disinsentif bagi individu untuk
menyediakan lebih banyak tenaga kerja, menabung lebih banyak, atau
menimbulkan risiko investasi yang lebih tinggi. Hasil ekonomi dari setiap
keterlibatan individu akan selalu berdampak positif atau negatif terhadap
kerabat secara keseluruhan, karena keluarga gabungan mewakili unit dasar
produksi dan konsumsi dalam masyarakat timur.

Intrusi yang terus-menerus dari struktur-struktur barat ke dalam negara
pra-kapitalis dalam hal modal, teknologi, organisasi dan institusi
menciptakan pergeseran bertahap dan berkelanjutan dalam keseimbangan
antara sistem produksi asli dan rantai pasokan gaya barat. Seperti halnya di
Hindia Belanda, porsi metode kerajinan tangan dalam keseluruhan produksi
menyusut karena produsen tradisional menjadi pemasok perantara bagi
industri-industri baru di pusat kota.

Meskipun struktur kapitalis terhubung dan berbaur dengan sektor
tradisional, kelompok penduduk di daerah pedesaan tidak terhubung dengan
kantong kapitalis di daerah perkotaan. Dengan demikian, Boeke telah
menjelaskan permasalahan marginalisasi dan eksklusi ekonomi yang terjadi
pada sebagian penduduk, yang dalam hal ini di wilayah pedesaan.

Definisi Boeke mengenai dualisme sosial sebagai ‘benturan antara sistem
sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang mempunyai gaya lain’ tidak
memiliki dasar teoretis (Dick). Hal ini didasarkan pada observasi, yang
dimediasi oleh seperangkat keyakinan yang dapat digambarkan sebagai
ideologi kolonial. Konsep tersebut tidak mendapat dukungan karena
kepercayaan kolonial tersebut ditolak seiring dengan pengalaman sejarah.
Meskipun demikian, tidak berarti Boeke sepenuhnya salah. Jika kata ‘diimpor’
diganti dengan kata ‘diglobalisasi’, dan jika rumusannya dihilangkan dari
konotasi kolonialnya, pemahaman ini masih tetap relevan.

Kembali ke penjelasan Dick atas apa yang terjadi di Jawa di era kolonial,
apa yang terjadi di antara pertengahan abad ke-19 dan pertengahan abad ke-
20 dapat dibaca kembali sebagai gelombang globalisasi yang melibatkan
produksi agroindustri yang luas lahannya untuk pasar ekspor. Dimulai di Jawa
dengan diperkenalkannya Sistem Tanam Paksa yang diarahkan oleh negara
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pada tahun 1830, prosesnya semakin intensif setelah pertengahan abad ke-19
melalui penerapan teknologi revolusi industri yang modern, berskala besar,
dan padat modal. Pulau Jawa merupakan wilayah pertama di Asia Tenggara
yang menerapkan teknologi ini secara sistematis, khususnya pada industri
gula (Dick, 1992). Namun, untuk mempertahankan daya saing internasional,
peningkatan skala dan pengurangan biaya produksi per unit saja tidak cukup.
Skala dan biaya satuan transportasi dan komunikasi juga harus disesuaikan
secara bertahap. Pencapaian Belanda pada akhir abad ke-19 adalah
memvisualisasikan Jawa sebagai satu unit produktif, satu perekonomian
terpadu, dan mengkoordinasikan perusahaan negara dan swasta untuk
mencapai tujuan tersebut. Hasilnya adalah ‘perekonomian formal’ yang
canggih dan sangat terintegrasi yang terdiri dari perkebunan, perusahaan
manajemen, bank, perusahaan perdagangan, jalur kereta api, utilitas dan
negara kolonial itu sendiri, yang mencapai puncaknya pada tahun 1920-an.
Perekonomian formal ini, yang nampak dominasinya, dan yang dijajarkan
dengan sebagian besar perekonomian pribumi berskala kecil, memunculkan
fenomena yang kemudian dikenal sebagai ‘dualisme’ atau, dalam terminologi
Higgins, produksi bi-polar.

Jalur kereta api mendorong perluasan wilayah dan hasil yang cepat dari
sektor perkebunan skala besar. Jaringan kereta api merangsang perdagangan
tetapi tidak merangsang pertanian pedesaan. Dengan kata lain perkeretapian
memperluas pasar, namun tanpa terjadi transformasi di perdesaan karena
relatif tidak terjadi perubahan teknologi, skala dan intensitas produksi. Dalam
kondisi demikian, tetap terdapat respon dari transportasi darat skala kecil
terhadap intrusi kereta api. Betul bahwa warga pribumi harus menyerahkan
sebagian perangkutannya ke sistem jaringan yang disediakan oleh kereta api,
tetapi mereka juga dapat menikmati adanya perangkutan pengumpan yang
terjadi di pergerakan awal dan akhir pada stasiun-stasiun kereta api.
Keberadaan sistem angkutan pengumpan ini dapat diasosiasikan juga dengan
pelayanan transportasi ke bandara ketika dunia transportasi Indonesia
memasuki era dirgantara. Kondisi ini masih dapat ditemui hingga saat ini di
mana keberadaan perusahaan “travel” membantu penumpang dari Bandung
yang akan ke bandara di Jakarta dan atau Kertajati.

Dikaitkan dengan pelayanan dasar, seperti air bersih, sampah, dan juga
angkutan umum, keberadaan dualisme sistem pelayanan, yaitu formal
(kapitalistik, “regulated”, profesional) dan informal (longgar, teknologi
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seadanya, kekeluargaan) akan cenderung mengarahkan terjadinya
marginalisasi dan eksklusi, di mana pun, yang mestinya menjadi pengguna
atau konsumen berada - yaitu baik di kawasan perkotaan, pinggiran kota, mau
pun di perdesaan. Apalagi jika kemudian untuk pelayanan dasar dan umum
tersebut memakai pendekatan atau pertimbangan komersial-bisnis yang
bersifat korporasi atau berorientasi kepada keutungan secara finansial, maka
dualisme akan semakin mengemuka. Kehadiran pelayanan yang bersifat
sosial, informal, akan dibutuhkan oleh mereka yang tidak bisa masuk ke
dalam sistem formal. Ko-eksistensi dua pelayanan, formal dan informal akan
terus berjalan bersamaan dan kadang bisa saja berkelindan.

4.2 Sektor Urbanisasi dan Pengendalian

Dikembangkan selama Perang Dunia Kedua, ‘teori tiga sektor
mempopulerkan gagasan ‘sektor jasa’. Hal ini secara diam-diam telah
mendasari pemahaman tentang struktur ekonomi sejak saat itu. Keterbatasan
dan pengaruh dari kerusakan mendasar ini telah menimbulkan banyak kritik
dan perluasan, namun tidak ada penggantinya. Terinspirasi oleh Revolution
Urbaine (Lefebvre), Schafran, dkk. (2018) mengembangkan model empat
sektor yang menggantikan jasa dengan sektor yang berfokus pada urbanisasi
dan pengendalian. Kami berpendapat bahwa model ini merupakan cerminan
yang lebih baik dari kehidupan ekonomi material, dan cara yang lebih
berguna dalam mendekati perekonomian abad ke-21. Hal ini juga
menawarkan para pakar urbanisasi dan pembangunan regional sebuah cara
baru yang kreatif dalam memandang urbanisasi.

Gagasan sektor ‘jasa’ diusulkan sebagai cara untuk memahami aktivitas
ekonomi di luar pertanian, pertambangan, dan manufaktur. (Fisher, 1939;
Clark, 1940). Sektor primer umumnya dianggap mencakup pertanian dan
pertambangan, industri ekstraktif yang terhubung dengan lingkungan alam.
Sektor sekunder umumnya dianggap sebagai berbagai bentuk manufaktur
dan kegiatan yang menghasilkan 'barang' dari produk-produk sektor primer.
Sektor tersier atau jasa mencakup segala hal mulai dari perbankan dan jasa
hukum hingga ritel, perhotelan, dan pembuangan limbah.

Teori tiga sektor masih banyak digunakan baik oleh para ekonom yang
mengkaji perubahan struktural dalam perekonomian nasional (de Souza, de
Andrade Bastos, & Perobelli, 2016). Yang lebih menonjol adalah kajian tentang
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sektor jasa, yang pengaruhnya melampaui ekonomi industri atau sektoral
(Bryson, Daniels, & Warf, 2013). Hubungan nyata antara pertumbuhan sektor
jasa dan pertumbuhan regional pasca-industri telah memasukkan gagasan
sektor jasa ke dalam studi perubahan perkotaan dan regional (Hamnett, 1994),
hierarki perkotaan (Taylor & Walker, 2001), atau aglomerasi (Kolko, 2010).
Kolko menyatakan bahwa masa depan perekonomian kota bergantung pada
jasa, dan memahami mengapa jasa ada di kota sangat penting untuk
memahami fungsi kota; kota-kota di perekonomian modern. Meskipun data
tersebut jelas-jelas mendukung sentralitas jasa bagi perekonomian perkotaan
dan pasca-industri, hal ini terjadi karena 'jasa' merupakan kategori yang
mencakup semua hal, sebuah 'tong yang luas' menurut Sayer dan Walker
(1992). Hampir semua aktivitas ekonomi yang tidak terkait dengan pertanian,
pertambangan, atau manufaktur dapat dianggap sebagai jasa. Terkait dengan
hal ini dan dalam konteks nasional, Sujarto dan Karyoedi (1996) menulis,
terkait dengan Rencana Pembangunan DKI Jakarta, di masa yang akan datang,
Jakarta akan memperkuat fungsi utamanya sebagai Kota Jasa atau Service City.
Sedangkan Abimanyu dan Sujarto sebelumnya pada tahun 1994 menyatakan
fungsi sebagai Kota Jasa atau Service City akan diwujudkan melalui
peranannya sebagai pusat pemerintahan nasional, pemerintahan daerah,
penyedian komoditas jasa untuk kegiatan komersial, perkantoran,
perbankan, jasa distribusi produksi jasa nasional dan internasional, jasa
informasi dan sarana berbagai jasa local dan regional.

Kembali kepada bahasan tentang sektor jasa secara teoretis, yang
memunculkan pertanyaan-pertanyaan sepeti bagaimana kita memperhitung-
kan pembangunan dan pembangunan kembali kota? Apakah konstruksi
termasuk manufaktur konstruksi atau jasa? Bagaimana dengan transportasi?
Apakah jual beli properti termasuk jasa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga gugatan dari para penulis lain
(Herrendorf, dkk., Schafran, dkk. (2018) mengusulkan kerangka kerja
alternatif untuk membayangkan perekonomian secara keseluruhan melalui
sektor-sektor ekonomi. Yang mudah diterima dan dimengerti adalah
kejelasan sektor ekstraktif dan sektor manufaktur. Di luar itu, Schafran
menulis bahwa terinspirasi oleh gagasan Henri Lefebvre tentang ‘revolusi
perkotaan’, dia dkk. merumuskan sektor baru berdasarkan ekonomi dan
industri urbanisasi. Yang kami maksud dengan ini adalah industri yang
memperbaiki atau memindahkan material, baik yang berwujud maupun tidak
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berwujud, untuk membentuk pemukiman manusia dalam berbagai ukuran
dan skala: properti (real estate), konstruksi dan produksi lingkungan binaan,
sistem inti reproduksi sosial seperti sekolah, layanan kesehatan, sistem
konsumsi utama seperti ritel dan grosir, serta sistem yang menggerakkan
barang dan manusia. Dari sini kemudian yang tersisa hanyalah bidang-bidang
keuangan, hukum dan pemerintahan, sebuah sektor yang yang oleh Schafran
disebut sebagai ‘sektor kontrol’.

Kembali ke “revolusi perkotaan” terlebih dulu. Lefebvre (Merrifield, 2005)
menganggap bahwa industrialisasi sebagai tahap urbanisasi, sebagai sebuah
momen, sebuah perantara, sebuah instrumen. Dalam proses ganda
industrialisasi-urbanisasi, setelah jangka waktu tertentu, istilah terakhir
menjadi dominan, mengambil alih istilah sebelumnya. Sebagai andalan
perekonomian kapitalis, urbanisasi telah menggantikan industrialisasi. Era
kapitalisme berkuasa karena ia kini mengatur dan memproduksi komoditas
yang sangat istimewa, sumber nilai lebih yang melimpah serta sarana
produksi yang sangat besar, sebuah landasan peluncuran dan roket di pasar
global, yaitu ruang perkotaan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dan
industrialisasi menjadi penyebab sekaligus alasan penting, yang memperluas
dampaknya ke seluruh wilayah, kawasan, negara, dan benua. Kawasan
pedesaan menjadi bagian integral dari produksi industri dan ditelan oleh
'struktur perkotaan' yang terus memperluas batas-batasnya. Perluasan itu
mengikis sisa-sisa kehidupan agraris. Sekaligus kemudian akan membuat
peningkatan nilai lebih dan mengakumulasi modal. Istilah struktur perkotaan
bukanlah secara sempit mendefinisikan lingkungan yang dibangun di kota,
namun semua manifestasi dominasi kota atas pedesaan. Dalam hal ini,
perwujudan dari dominasi itu seperti rumah peristirahatan, jalan raya, dan
supermarket pedesaan, yang kesemuanya merupakan bagian dari jaringan
perkotaan.

Kapitalisme (Lefebvre) memfasilitasi apa yang disebutnya sebagai 'sirkuit
modal sekunder', sebuah penyedotan uang yang dilepaskan dari spekulasi
aset real estat dan keuangan. Urbanisme dan “real estate” (spekulasi,
konstruksi) dalam masyarakat neokapitalis memiliki peran yang penting.
“Real estat”, demikian sebutannya, memainkan peran sebagai “sektor
sekunder”, suatu sirkuit yang sejajar dengan produksi industri (yang
merupakan “sektor utama”, yang melayani pasar untuk “barang-barang” yang
tidak tahan lama atau kurang tahan lama dibandingkan “bangunan”. ‘Sektor
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sekunder ini’ menyerap modal dan kelebihannya. Modal terpaku pada real
estat. Namun sirkuit sekunder modal tetap berkembang. Spekulasi
mengambil jalannya sendiri, sekaligus menjadi penggerak dan destabilisasi.
Sejauh sirkuit utama, yaitu produksi industri, mundur dari ekspansi dan
mengalir ke “properti”, modal akan berinvestasi di sektor sekunder real estat.
Spekulasi selanjutnya menjadi sumber utama, arena pembentukan dan
realisasi nilai lebih yang hampir eksklusif. Ketika proporsi nilai lebih global
yang dikumpulkan dan direalisasikan dalam industri menurun, jumlah nilai
lebih yang diciptakan dan direalisasikan dalam spekulasi dan konstruksi
properti meningkat. Dengan demikian, sirkuit sekunder menggantikan sirkuit
primer.

Kembali ke struktur ekonomi tripartit (Clark) yang terdiri dari kegiatan
ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan primer bersifat pertanian
atau ekstraktif dan dibatasi oleh faktor pertumbuhan alami. Aktivitas
sekunder terutama terdiri dari aktivitas manufaktur dan produksi dan dibatasi
oleh faktor mekanis. Kegiatan tersier berbasis pelayanan dan bergantung
pada, serta dibatasi oleh, keterampilan dan keahlian manusia. Kegiatan
primer dan sekunder dapat dibedakan lebih lanjut dari kegiatan tersier
berdasarkan sifat keluarannya, yang bersifat nyata. Sedangkan kegiatan
tersier menghasilkan hasil yang tidak berwujud. Bagi Clark, sektor tersier juga
merupakan tempat penyimpanan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan
pemahaman yang lebih sempit dan tradisional dari dua sektor pertama.
Intervensi Clark menjadi sangat berpengaruh sebagai alat untuk melacak
kemajuan ekonomi dan perubahan struktural (Kenessey, 1987). Tesis
utamanya adalah bahwa kemajuan teknologi sejalan dengan penurunan
aktivitas primer dan sekunder serta peningkatan aktivitas tersier. Seiring
berjalannya waktu, menurut parameter model ekonomi yang digariskan
Clark, sektor tersier menjadi sektor ekonomi dominan dalam suatu negara.
Oleh karena itu, perubahan atau transformasi struktural adalah realokasi
kegiatan ekonomi dan modal ke sektor primer, sekunder, dan tersier. Gagasan
bahwa perekonomian berjalan secara bertahap telah dikritik secara universal
(Bryson, dkk.). Bahkan tanpa landasan pada 'kemajuan' ekonomi, model tiga
sektor telah diadopsi secara luas, hampir secara universal (dan sering kali
tanpa kritikal) sebagai dasar untuk mengklasifikasikan, mengkategorikan dan
memantau kemajuan ekonomi pada berbagai skala spasial.

42| Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung



Salah satu tanggapan terhadap keterbatasan model 3 sektor adalah dengan
memperluasnya ke sektor kuaterner atau kuiner. Awalnya dikembangkan
oleh Foote dan Hatt (1953), sektor kuaterner meliputi keuangan, administrasi,
komunikasi, transportasi dan perdagangan, sektor quiner melibatkan
kegiatan yang memerlukan 'penyempurnaan dan perluasan kapasitas
manusia'. Meskipun definisi awal ini kemudian terus berkembang, mereka
memiliki dua kesamaan penting. Yang pertama adalah perjuangan umum
melawan persoalan ekonomi pasca-industri; dan yang kedua adalah beberapa
definisi berdasarkan pengetahuan atau ‘kapasitas manusia’. Tren ini terus
berlanjut. Kenessey dan Selstad (1990) mengembangkan ide-ide yang sangat
berbeda mengenai sektor kuaterner dengan melibatkan beberapa aspek
pengetahuan atau kekuasaan. Sektor keempat Kenessey adalah gabungan dari
FIRE (keuangan, asuransi, real estat), administrasi publik, dan ‘layanan’, yang
berdasarkan Klasifikasi Industri Standar (SIC) mencakup segala hal mulai dari
hotel hingga taman hiburan, layanan kesehatan hingga pemrograman
komputer. Selstad mengadopsi pemahaman yang lebih sempit, dengan fokus
sepenuhnya pada kelompok dari 'industri jasa berbasis pengetahuan', yang
pada dasarnya mencakup universitas, penelitian dan pengembangan (R&D)
dan konsultan.

Meskipun ada diskusi-diskusi tentang sektor kuaterner, versi ini model
'empat sektor' tidak pernah menggantikan versi 'tiga sektor' sebagai
paradigma yang dominan. Ketika memahami perekonomian pasca-industri,
bagian 'pengetahuan' dari sektor kuaterner disaingi oleh penekanan pada
'ekonomi kreatif' (Nathan, 2007 ) atau hibrida keduanya (Leslie & Rantisi,
2012). Tidak lagi sekadar tempat kegiatan industri, kota dan wilayah menjadi
jawaban atas pertanyaan tentang apa yang mendorong pertumbuhan
ekonomi. Bahkan ketika teori tiga sektor masih mendominasi pemahaman
dasar ekonomi dan infrastruktur data pembangunan internasional,
penekanan pada kreativitas, inovasi, dan pengetahuan pasca-industri menjadi
semakin penting sehingga semakin banyak dipelajari secara terpisah.

Garis batas antara produksi sekunder dan tersier mungkin berbeda pada
waktu dan tempat berbeda. Clark menggunakan pembagian antara barang
berwujud dan tidak berwujud sebagai sarana inti untuk mendefinisikan sektor
jasa. Gagasan tentang barang berwujud versus barang tidak berwujud telah
lama menjadi permasalahan. Bagaimanapun juga, suatu barang tidak akan
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berwujud kecuali kita memiliki akses terhadap barang tersebut di tempat dan
waktu yang tepat. ‘Layanan’ juga tidak selalu berwujud.

Schafran mendefinisikan perekonomian tanpa menggunakan istilah ‘jasa’.
Melainkan didasarkan pada pembagian sektoral, cara kerja perekonomian
secara material: material dari bumi, diolah menjadi widget (produk
barang/gadget kecil/alat mekanis), kemudian kita memperbaiki dan
memindahkan widget tersebut untuk membentuk hunian di mana kita tinggal.
Pada sisi lain, eksistensi sejumlah sektor tersebut dibarengi dengan adanya
sektor tertentu yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengatur ketiga
sektor lainnya tersebut. Karena dinilai logis, ada dua sektor yang umum
dikenal, yaitu pertama sektor ekstraktif: yang mengambil material dari bumi,
lautan dan langit, untuk diubah menjadi atau kegiatan: energi, pertanian,
pertambangan, pasokan air. Kedua sektor manufaktur: pembentukan
material menjadi widget. Hal ini mencakup sebagian besar material yang
diekstraksi namun semakin banyak material daur ulang dan material non-
material, seperti ide. Definisi manufaktur mencakup fakta bahwa pembuatan
rekaman musik atau perangkat lunak atau aplikasi ponsel pintar adalah
manufaktur. Coding adalah proses industri untuk membuat widget, seperti
halnya stamping dan casting untuk membuat mobil.

Ketiga adalah sektor urbanisasi. Sektor ini berupa kegiatan memperbaiki
keadaan widget, atau memindahkannya agar dapat diperbaiki. Kegiatan utama
itu merupakan jantung dari sektor urbanisasi, yaitu kegiatan produksi untuk
membuat hunian bagi tempat tinggal manusia, pemukiman. Urbanisasi
merupakan sektor yang melibatkan penetapan dan pemindahan produk-
produk dari sektor manufaktur dan ekstraktif ke pemukiman. Dengan
demikian sektor urbanisasi mencakup transformasi material dan widget
menjadi hunia yang kita tinggali (dalam berbagai ukuran dan skala) melalui
perbaikan dan perpindahan, perbaikan: konstruksi, real estat,ritel, hiburan
dan rekreasi, layanan akomodasi dan makanan, kesehatan, pendidikan,
layanan sosial; pergerakan: transportasi, grosir.

Yang tersisa adalah keuangan, akuntansi, hukum, pemerintahan dan
bentuk-bentuk administrasi terkait, sektor-sektor ekonomi yang tidak secara
langsung terlibat dalam produksi material, peralatan atau pemukiman,
namun mengendalikan ketiga sektor lainnya. Dalam sebagian besar literatur,
sebagian besar industri ini disebut sebagai produsen jasa tingkat lanjut.
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Namun nomenklatur ini terlalu terkait dengan gagasan sektor jasa (Schafran).
Nama yang lebih baik adalah nama yang dibangun berdasarkan karya penting
Sassen (2001) mengenai perekonomian ini: sektor kontrol/pengendalian.
Dengan demikian, sektor keempat adalah sektor pengendalian, yaitu berupa
tata kelola keuangan, akuntansi, hukum, pemerintahan, dan administrasi
lainnya. Sektor keempat ini mengendalikan ketiga sektor lainnya.

Jika dilihat bersama-sama, keempat sektor tersebut dapat dibayangkan
berdasarkan Gambar 12 Barang-barang diekstraksi, diubah menjadi barang-
barang, diperbaiki dan dipindahkan ke perkotaan, dan pada saat yang sama,
perekonomian yang mengendalikan memengaruhi ketiga sektor tersebut,
namun tetap merupakan sekumpulan kegiatan usaha dan sektor tersendiri.

Pengendalian/

/ Kontrol

Ekstraktif

Urbanisasi

Manufaktur

Gambar 12 Pendekatan 4 sektor (Chafran dkk, 2018)

Konsep yang disampaikan oleh Scafran dkk. di atas seperti merupakan
resonansi dari pendapat Lefebvre. Menurut Merriefield, terkait dengan
revolusi perkotaan, Lefebvre menggunakan skema, yang dirumuskan secara
dialektis, menyoroti tingkat dan dimensi kompleks dari realitas geografis,
ekonomi, dan politik. Urbanisasi memusnahkan waktu dan ruang,
menghubungkan bagian-bagian dunia yang tidak terhubung, merobohkan
hambatan dan batas dalam hubungan pasar, dan menggunakan teknologi
untuk mempercepat produksi dan sirkulasi, Skema ini beroperasi dalam
empat dimensi. Sebuah perangkat yang bergeser secara temporal sambil
membentang secara spasial, ke dalam skala global, kedalaman kehidupan
sehari-hari. Lefebvre membedakan tingkat global (G), di mana kekuasaan
dilaksanakan dan mengakomodasi hubungan yang paling abstrak, seperti
pasar modal dan pengelolaan tata ruang; tingkat kehidupan sehari-hari, skala
penghuni pribadi (privée) (P), skala habiter (bertempat tinggal/hidup

Prof. Heru Purboyo Hidayat Putro | 45



keseharian); dan tingkat meso, tingkat menengah, yaitu skala perkotaan, yang
menggabungkan dan memediasi antara sektor global dan sektor swasta
sehingga bersifat ‘campuran’ (M).

Tingkat global adalah wilayah kekuasaan abstrak dan negara, yang
kehendaknya dilaksanakan melalui semacam perwakilan, biasanya para
politisi dan orang-orang kaya yang menegaskan diri mereka secara strategis.
Menurut Lefebvre, masyarakat kapitalis punya dua strategi utama:
neoliberalisme dan neomanagerialisme. Neoliberalisme bertindak
memaksimalkan jumlah inisiatif yang diperbolehkan bagi perusahaan swasta.
Dalam kaitannya dengan “urbanisme”/urbanisasi, inisiatif itu ditujukan
kepada pengembang dan bankir. Neomanagerialisme berupa perencanaan di
wilayah perkotaan dalam ujud intervensi kepada para spesialis dan teknokrat
serta kapitalisme negara. Diketahui bahwa terdapat kompromi-kompromi:
neoliberalisme memberikan sejumlah ruang bagi “sektor publik” dan
aktivitas-aktivitas layanan pemerintah, sementara neomanagerialisme
dengan hati-hati melanggar batas “sektor swasta™. Namun di tingkat meso,
yaitu di tingkat perkotaan (M), semua interaksi ini bersatu, di mana jangkauan
global yang abstrak mencapai koherensi dengan kegiatan keseharian warga.

Dengan demikian, tingkat perkotaan (M) mempunyai 'tujuan ganda'. Di
satu sisi, yang terjadi di dalam perkotaan, ada hubungan internal yang terjalin
di antara para warga (rumah tangga pribadi/P), baik hubungan itu dibangun
atau tidak. Di sisi lain, perkotaan tersebut memiliki dan menjalin koneksi
dengan wilayah sekitarnya, dengan kota dan daerah lain, dan dengan wilayah
pedalaman globalnya (G). Realitas yang ‘hidup’/privee (individu) (P) berfungsi
dalam rezim akumulasi modal global (G) dan mode regulasi negara yang
dimediasi di wilayah meso perkotaan (M). Campuran skala perkotaan ini
menjadi batu loncatan bagi penguasaan global sekaligus menjadi beban dalam
kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, birokrat neoliberal dan
pengusaha manajerial saling merangkul dan bersatu dalam praksis perkotaan
yang kapitalis dan perubahan transformasi global.

Di antara gambaran linier yang mengarah ke pengendalian di tingkat
global, sistem informasi dan internet memberikan kesempatan kepada warga
kota kecil di Jawa Tengah, yaitu Salatiga, untuk dapat berkarya pada lingkup
dunia. Melalui karya-karya desain, Arfian Fuadi dan tim-nya (Okezone, 2019,
Matanajwa, 2018) mampu masuk ke kancah global. Dijelaskan bahwa ratusan
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karya inovatif Arfian dan tim telah berhasil menembus pasar internasional.
Karya-karyanya tersebar ke berbagai perusahaan yang tersebar di Asia, Eropa
dan Amerika. “Di Indonesia juga ada, tapi hanya sedikit, bisa dibilang dari 100
pesanan, 99-nya asing, dari dalam negeri hanya 1. Kami pernah menerima
pesanan dari PT INKA untuk mendesain kereta api untuk diekspor ke Filipina.
Jadi sebagian besar langganan kami dari perusahaan asing,” tutur Arfian
dengan gayanya yang kalem (Okezone). Arfian, ahli design engineering ini
hanya lulusan SMK. Namun, pendidikan yang terbatas baginya bukan kendala
untuk terus berkarya. Bermodal kemauan dan tekad yang kuat, ia belajar
secara otodidak dan berani bersaing dengan negara-negara maju (Mata
Najwa). Contoh lain adalah kasus di Magelang, masih di Jawa Tengah
(Liputan, 2015). Ratusan warga di 2 desa di Magelang, Jawa Tengah menjadi
makmur dari kompetisi desain di dunia maya. Cikal bakal kegiatan
menguntungkan tersebut berasal dari seorang pemuda setempat bernama
Elin Najar Arifin. 5 tahun terakhir, 2 desa di Kecamatan Salaman, Magelang,
Jawa Tengah tumbuh pesat. Dulu, warga kawasan ini tidak berpenghasilan
atau berpenghasilan rendah. Sekarang sekitar 500-an warganya mendapat
penghasilan sebagai desainer grafis. Seperti ditayangkan Liputan klien
mereka umumnya perusahaan-perusahaan di Eropa dan Australia. Setiap
bulannya penghasilan mereka masing-masing bisa mencapai ratusan hingga
ribuan dollar Amerika Serikat. Banyak warga desa dari berbagai usia dan latar
belakang yang akhirnya belajar mendapatkan penghasilan dari kompetisi
desain di internet.

Di perkotaan (M/meso), sektor urbanisasi, terjadi interaksi langsung
antara kapasitas warga lokal (P) dengan kebutuhan perusahaan skala global
(G). Terjadi percampuran. Infrastruktur jaringan internet memfasilitasi
terjadinya interaksi tersebut. Tingkat/skala perkotaan tertentu, berupa
layanan umum seperti energi, listrik, disiminasi informasi, untuk mendukung
kegiatan desain dan pengirimannya ke luar negeri memungkinkan terjadinya
peningkatan kapasitas warganya.
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5 PENUTUP

Masa lampau meninggalkan warisan yang menonjol, yaitu berupa
kesenjangan antar-wilayah dalam hal prasarana dan jaringan transportasi
serta sebaran pusat-pusat kegiatan. Secara makro nasional, jika dibandingkan
dengan negara-negara tetangga di Asean, kualitas infrastruktur jalan di
Indonesia cenderung rendah dari sisi waktu tempuh (DPR-RI, 2020). Rata-rata
waktu tempuh perjalanan pada koridor utama jalan nasional adalah sekitar
2,2 jam/100 km. Angka ini lebih tinggi tinggi dibandingkan dengan misalnya
Malaysia sekitar 1,2 jam/100 km, juga Thailand 1,4 jam/100km, dan bahkan
Vietnam yang memiliki angka 2,0 jam/100 km. Kemudian jika
membandingkan panjang jalan tol, di mana sediaan jalan ini dimaksudkan
untuk melibatkan pihak swasta dalam penyediaan infrastuktur jaringan jalan
guna mempercepat penambahan panjang jalan guna meningkatkan
konektivitas dan kelancaran logistik, di bidang ini pun Indonesia tertinggal
dibanding negara-negara di Asean. Vietnam memiliki panjang jalan tol 23,22
km/juta penduduk, Malaysia 63,75 km/juta penduduk, sedangkan Indonesia
6,75 km/juta penduduk (DPR-RI). Sementara kecenderungan meningkatnya
volume kendaraan karena peningkatan mobilitas warga terus berlangsung.
Ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan memerlukan dukungan
transportasi dan khususnya jaringan jalan. Penduduk yang terus bertambah
juga akan meningkatkan kebutuhan transportasi.

Dari sisi ruang wilayah, jika sebelum-sebelumnya nya kawasan lindung
atau hijau, yang secara umum berupa kawasan perdesaan dan hutan atau
cagar alam, relatif kurang mendapatkan tekanan untuk dikonversi, maka
seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan kebutuhan ekonomi,
permukiman, konstruksi (untuk material bangunan) dan pariwisata,
kawasan-kawasan tersebut semakin terus terdesak. Kawasan hutan
direkayasa guna dimanfaatkan untuk kepentingan sosial-ekonomi bagi warga
sekitarnya. Turistifikasi tidak hanya terjadi kawasan perkotaan atau pun
pinggiran kota, melainkan juga dan lebih-lebih menjangkau kawasan
perdesaan. Bahkan ada kompromi tertentu sehingga menjangkau dan
memanfaatkan kawasan lindung atau cagar alam. Sedangkan jumlah
wisatawan semakin meningkat. Aktualisasi diri warga melalui eksplorasi
tapak-tapak turistik yang tersedia secara apa adanya dan juga yang bisa
dikreasi di ruang wilayah cenderung meningkat. Belum lagi jika
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mempertimbangkan gaya hidup digital nomadism. Hal ini akan membuat
jumlah pergerakan wisata akan bertambah banyak, semakin panjang, dan
menjangkau ke berbagai bagian wilayah yang saat ini dalam status,
katakanlah, jauh dan atau terisolasi dikarenakan keterbatasan akses. Seperti
dijelaskan dalam Bab 3 di depan, kemacetan kemudian menjadi fenomena
rutin pada saat liburan.

Turistifikasi di kawasan perdesaan dan juga di pinggiran kota berjalan
seiring dengan intrusi atau kehadiran modal luar. Ujudnya dapat berupa
permukiman-permukiman baru, sebagai ujud dari urbanisasi. Salah satu
tandanya dapat dilihat dari adanya nama merek atau nama-nama bangunan
amenitas seperti hotel, restoran, atau kafe yang dikenali sebagai
jaringan/rantai internasional. Di sini, unsur G/Global dalam teori Lefebvre
terkait dengan “Revolution Urbaine”/Revolusi Perkotaan masuk ke level
M/Meso-perkotaan melalui agen-agen dalam rangka memenuhi kebutuhan
individu-individu (P/Privee). Pola ini dinilai akan semakin mengemuka
seiring dengan kehadiran pengembara digital/digital nomads, yang terutama
dari luar negeri/internasional, semakin bertambah. Kebijakan untuk
pengutamaan sektor pariwisata dalam kerangka pembangunan ekonomi
nasional akan membutuhkan pengembangan, pembangunan, penambahan,
dan perluasan kawasan-kawasan wisata yang lengkap dengan amenitasnya
dan dukungan aksesbilitas yang memadai, baik untuk melayani kebutuhan
wisatawan nusantara/domestik, maupun wisatana mancanegara/asing.

Catatan akhir terkait hal-hal di atas adalah bahwa kecenderungan
kesenjangan tak bisa dibiarkan. Negara mesti hadir untuk mengurangi
kesenjangan tersebut. Jika sementara ini yang mendapat perhatian lebih
adalah pada pembangunan jalan berbayar, sebaiknya hal tersebut perlu
diimbangi dengan berusaha menjaga kinerja jalan nasional untuk terus bisa
tinggi sesuai dengan fungsi dan standarnya. Angka-angka perbandingan
terhadap waktu tempuh di Asean kiranya dapat menjadi pemicu untuk
meningkatkan kapasitas jalan nasional. Sedangkan guna menanggapi
persebaran kebutuhan perjalanan wisatawan domestik yang jangkaunnya
semakin meluas, Pemerintah dapat lebih membantu daerah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui pendanaan, guna
memodernisasi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan lokal berupa
pelebaran jalan, perbaikan geometrik, dan terutama penambahan panjang
guna meningkatkan angka kerapatan jalan/luas wilayah. Seperti diketahui
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bahwa pihak swasta tidak akan tertarik atau masuk ke sektor publik yang
bersifat sosial. Tugas pemerintahlah terkait dengan faktor aksesibilitas dan
konektivitas wilayah. Selain itu, adalah bantuan dan perhatian bagi kawasan-
kawasan yang dinilai merupakan prioritas bagi pertumbuhan kegiatan sosial-
budaya dan inovasi. Urbanisasi dalam kerangka 4 sektor akan lebih
memberikan manfaat secara lokal jika infrastruktur intertet masuk ke
kantung-kantung wilayah yang di mana ada warga dan kelompoknya yang
perlu didukung untuk bisa aktif dan berkompetisi pada lingkup global.
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